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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-
Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan aksi perubahan yang berjudul "*Penggunaan E-
Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung
Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Pada Subbagian
Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel™ sebagai salah
satu persyaratan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV
Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi kompetensi kepemimpinan
pengawas dalam mendorong perubahan yang berdampak nyata, khususnya dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
penelitian dan pengkajian rancangan peraturan gubernur. Inovasi E-Book Panduan
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini merupakan upaya untuk mewujudkan
proses penyusunan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan
semangat reformasi birokrasi dan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada berbagai pihak
yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan aksi
perubahan ini, antara lain:

1. Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M, Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera
Selatan, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam mengikuti pelatihan ini.

2. Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP Selaku selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan dukungan Aksi Perubahan
ini.

3. Bapak Ir. H. Ibrahim Hamid,M.Eng selaku Coach yang telah memberikan bimbingan
dan arahan selama proses pelatihan dan penyusunan laporan.

4. lbu Windri Marlenny, SH.,MM, selaku Kepala Bagian Peraturan Perundang-
undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bersedia menjadi
mentor dan memberikan bimbingan substansial terkait isu aksi perubahan.

5. Rekan-rekan peserta PKP Angkatan Il Tahun 2025 serta seluruh pihak di lingkungan
Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel yang
turut serta mendukung implementasi aksi perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,
khususnya di bidang pelatihan kesehatan, serta menjadi inspirasi bagi lahirnya inovasi-
inovasi lain di lingkungan birokrasi.

Palembang, Juli 2025
Penulis,

Rismadianty, SH.,M.Si
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Aksi Perubahan ini mengusung inisiatif strategis "Penggunaan E-Book
Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub)”, sebuah solusi
transformatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penelitian dan pengkajian
Ranpergub di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Inovasi ini lahir dari tantangan signifikan yaitu proses penyusunan Ranpergub yang
masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, minimnya pedoman, dan akses terbatas
terhadap data/teknologi, yang berujung pada pemborosan waktu dan anggaran. Dengan
berfokus pada digitalisasi birokrasi dan peningkatan kapasitas SDM, E-Book Panduan ini
akan membakukan alur kerja dan menjadi acuan praktis bagi perangkat daerah. Ini secara
signifikan meningkatkan kemampuan perangkat daerah pemrakarsa dalam menyusun draf
awal yang berkualitas, mengurangi kesalahan teknis, dan meminimalkan konsultasi
berulang.

Penerapan e-book ini menjanjikan peningkatan kualitas dan keseragaman Ranpergub,
serta efisiensi waktu dan biaya yang substansial, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 2025. Ini bukan hanya soal, tetapi juga investasi dalam peningkatan kapasitas SDM
dan transformasi menuju birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif. Secara
keseluruhan, aksi perubahan ini adalah langkah esensial dalam mewujudkan reformasi
birokrasi dan hukum, menciptakan proses perumusan Ranpergub yang lebih cepat, tepat,

dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.

Vi



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) merupakan produk hukum daerah yang
diajukan oleh perangkat daerah pemrakarsa untuk disahkan dan diundangkan oleh Gubernur
melalui Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang delegatif. Pembentukan
Peraturan Gubernur didasarkan pada landasan hukum yang kuat, termasuk Pasal 18 ayat (6)
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta
perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Proses
pembentukan Ranpergub sendiri melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan dan
pembahasan, hingga penetapan dan pengundangan, di mana Biro Hukum dan HAM
memegang peran sentral dalam mengkoordinasikan dan memastikan kepatuhan terhadap
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi kejelasan tujuan, ketepatan
pembentuk, kesesuaian hierarki dan materi muatan, kemampuan pelaksanaan,
kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.

Namun, dalam implementasinya, proses pembentukan Ranpergub menghadapi
sejumlah tantangan yang signifikan. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Biro Hukum
dan HAM dihadapkan pada kekurangan kuantitas pegawai yang mengakibatkan beban kerja
yang tidak proporsional. Lebih lanjut, kompetensi pegawai di perangkat daerah pemrakarsa
dalam menyusun draf awal Ranpergub dinilai masih rendah, diperparah dengan minimnya
program pelatihan yang ditujukan baik bagi pegawai Biro Hukum dan HAM maupun
perangkat daerah pemrakarsa. Permasalahan ini diperkuat oleh sikap pasif dan kurangnya
rasa tanggung jawab dari sebagian perangkat daerah pemrakarsa, yang cenderung

menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penyempurnaan Ranpergub kepada Biro Hukum



dan HAM. Dari aspek metode dan proses, ketiadaan pedoman yang jelas mengenai alur dan
tahapan penyusunan, serta kurangnya acuan dalam merancang draf awal Ranpergub,
menyulitkan perangkat daerah pemrakarsa dalam menghasilkan draf yang berkualitas.
Keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang relevan juga menjadi hambatan serius,
di mana informasi yang dibutuhkan seringkali tidak lengkap dan perangkat daerah kurang
memiliki pemahaman atau akses memadai terhadap sumber regulasi terkait. Koordinasi
antar instansi yang minim, terutama inisiatif dari perangkat daerah pemrakarsa kepada Biro
Hukum dan HAM, menghambat sinergi dalam proses penyusunan dan memperlambat
tindak lanjut perbaikan draf. Dari segi sarana dan prasarana, belum optimalnya pemanfaatan
teknologi informasi dan minimnya sistem informasi yang mendukung proses legislasi turut
menjadi faktor penghambat. Terakhir, keterbatasan anggaran dan waktu, terutama akibat
keterlambatan tindak lanjut dari perangkat daerah, menambah tekanan pada efektivitas
penyusunan Ranpergub.

Menyadari kompleksitas tantangan tata kelola pemerintahan, khususnya di era digital,
aksi perubahan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
melalui penerapan teknologi digital menjadi sangat krusial. Asta Cita Prabowo yang
menekankan "memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba" sangat relevan dengan visi dan misi
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, dalam mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan efektif. Lebih jauh, aksi perubahan berjudul **Penggunaan E-Book
Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung Efisiensi
Dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan
Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan™ menjadi
implementasi konkret dari semangat reformasi tersebut di tingkat operasional.

Aksi perubahan ini secara langsung mendukung reformasi birokrasi dan reformasi
hukum yang digaungkan oleh Asta Cita Prabowo dan diwujudkan dalam program Herman
Deru. Berikut adalah kaitannya:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas: Penggunaan E-
Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan rancangan
peraturan gubernur. Ini sangat sejalan dengan semangat reformasi birokrasi untuk

menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, tepat, dan tidak



berbelit-belit. Dengan adanya panduan digital yang mudah diakses dan
diperbarui, proses penelitian dan pengkajian hukum menjadi lebih
terstandardisasi, sekaligus mengurangi potensi kesalahan atau penundaan yang
bisa menghambat Kinerja.

Menjamin Standardisasi dan Kualitas Produk Hukum: E-book panduan ini
memastikan bahwa setiap penyusunan rancangan peraturan gubernur mengikuti
standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mendukung upaya reformasi
hukum dengan menghasilkan produk hukum yang berkualitas, konsisten, dan
sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang baik
akan menciptakan kepastian hukum, mendorong iklim investasi yang kondusif,
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Meskipun tidak secara langsung
disebutkan, penggunaan e-book sebagai media panduan dapat mendorong
transparansi. Informasi tentang proses penyusunan peraturan menjadi lebih
terstruktur dan mudah diakses oleh pihak terkait. Hal ini, pada gilirannya,
mendukung akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan daerah, yang merupakan
bagian integral dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Birokrasi
yang transparan cenderung lebih sulit untuk disusupi praktik koruptif.
Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi (Digitalisasi Birokrasi): Aksi
perubahan ini menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi birokrasi, salah satu
aspek penting dari reformasi. Dengan beralih dari panduan fisik ke e-book, Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan Kinerja. Ini selaras dengan visi Herman Deru untuk mewujudkan
pemerintahan yang inovatif dan berbasis teknologi, yang pada akhirnya
mendukung efisiensi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.
Meningkatkan Kompetensi SDM: Adanya panduan yang jelas dan mudah
diakses melalui e-book juga berkontribusi signifikan pada peningkatan
kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Subbagian Penyusunan Peraturan
Gubernur. ASN dapat dengan mudah merujuk panduan saat menyusun rancangan,
sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang proses dan kaidah hukum.
Ini sejalan dengan upaya penguatan SDM birokrasi dalam visi Asta Cita

Prabowo dan Herman Deru.



Secara keseluruhan, aksi perubahan "Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur” bukan hanya sebuah inovasi teknis, tetapi juga
cerminan nyata dari komitmen terhadap reformasi birokrasi dan hukum yang lebih luas. Ini
menunjukkan bagaimana visi dan misi di tingkat nasional dan daerah dapat
diimplementasikan hingga ke level operasional untuk mencapai tata kelola pemerintahan

yang lebih baik, efisien, dan bersih dari korupsi.

B.  Tujuan Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kinerja Biro
Hukum dan HAM setda Provinsi Sumsel, khususnya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
penelitian dan pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur pada Subbagian
Penyusunan Peraturan Gubernur. Melalui penguatan sistem kerja, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, serta pengembangan sarana pendukung, diharapkan proses kajian
regulasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, partisipatif, dan berkualitas. Adapun tujuan
aksi perubahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Panjang (1 tahun sampai 2 tahun).

a. Terwujudnya kinerja Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur melalui
digitalisasi dan pembakuan proses kerja secara optimal.

b. Terwujudnya budaya kerja berbasis literasi digital hukum yang berkelanjutan
dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

c. Terlaksananya kolaborasi dan sinergi antara Subbagian dan perangkat
daerah, sehingga proses perumusan Ranpergub menjadi lebih efektif, efisien,
dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan — 1 tahun)

a. Mengimplementasikan e-book panduan secara aktif dalam proses penelitian
dan pengkajian Ranpergub di seluruh perangkat daerah pemrakarsa.

b. Meningkatnya kualitas hasil kajian melalui penerapan panduan yang lebih
sistematis dan seragam.

3. Tujuan Jangka Pendek (selama masa PKP)

a. Terwujudnya e-book panduan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur
sebagai acuan kerja.

b. Terlaksananya sosialisasi awal penggunaan e-book kepada pegawai

Subbagian dan perangkat daerah terkait.



C. Manfaat Aksi Perubahan

1. Meningkatnya kualitas dan keseragaman dokumen rancangan Peraturan
Gubernur, karena adanya standar panduan yang mudah diakses oleh semua pihak
terkait.

2. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam menyusun draf awal Ranpergub
secara lebih mandiri, tepat format, dan sesuai kaidah hukum.

3. Mengurangi beban administratif dan konsultasi ulang akibat kesalahan teknis
dalam dokumen rancangan awal.

4. Adanya efisiensi waktu dan biaya dalam proses penyusunan, penelitian, dan
pengkajian Ranpergub yaitu mengurangi penggunaan ATK dan biaya BBM,
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Perbandingan Penggunaan Anggaran

NG Jenis ATK ATEIEE
Sebelum Sesuadah
1 bulan @ 1 rim 1 bulan @ Y2 rim
1 | Kertas F4 HVS Rp 80.000, - Rp 40.000,-
_ _ 1 bulan @ ¥z botol 1 bulan @ 1/4 botol
2 | Tinta Printer Rp 50.000,- Rp 25.000
Total Rp 130.000,-/bulan Rp 65.000,- / bulan
Selisih Rp 65.000,-/bulan x 12 = Rp 780.000,-
1 BBM 2 kali konsultasi
100.000,- / 0,

Upaya efisiensi waktu dan biaya dalam setiap tahapan penyusunan, penelitian, dan
pengkajian Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub), sebagaimana terperinci pada tabel
di atas, tidak hanya menunjukkan komitmen kami terhadap akuntabilitas dan tata kelola
pemerintahan yang baik, tetapi juga selaras penuh dengan semangat Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Ruang lingkup aksi perubahan ini adalah penggunaan e-book panduan penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumatera Selatan secara komprehensif mencakup optimalisasi Kinerja organisasi dalam
proses pembentukan produk hukum daerah, dengan fokus utama pada penyelesaian

permasalahan belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Ranpergub.



Sebagai pejabat administrator yang memiliki peran dalam mengelola dan
mengoordinasikan sumber daya serta proses kerja di Biro Hukum dan HAM, aksi perubahan
ini memiliki keterkaitan yang erat dengan cakupan bidang tugas dan tanggung jawab.
Penggunaan e-book panduan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan Kkinerja
pelayanan Biro Hukum dan HAM kepada perangkat daerah pemrakarsa dan pada akhirnya
kepada masyarakat. Dengan menyediakan panduan yang terstruktur dan mudah diakses, e-
book ini mempercepat alur kerja, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan kualitas
Peraturan Gubernur. Hal ini secara langsung meningkatkan efisiensi pelayanan dalam
memberikan dukungan hukum kepada perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan
daerah.

Lebih lanjut, aksi perubahan ini juga memberdayakan pejabat administrator dalam
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas Biro
Hukum dan HAM. Dengan beralih ke platform digital untuk panduan penyusunan regulasi,
tercipta sistem kerja yang lebih modern dan adaptif, yang memungkinkan pengelolaan
informasi yang lebih efektif dan peningkatan kolaborasi antar unit kerja. Sebagai pengelola
sumber daya, pejabat administrator dapat memanfaatkan e-book ini sebagai sarana
peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, tanpa memerlukan alokasi anggaran yang
besar untuk pelatihan konvensional.

Dengan demikian, Penggunaan e-book panduan ini menjadi solusi strategis yang
berkorelasi erat dengan cakupan bidang tugas dan peran pejabat administrator dalam
meningkatkan efisiensi proses kerja, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan
memberdayakan SDM, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas dan
kecepatan pelayanan Biro Hukum dan HAM dalam memfasilitasi pembentukan Peraturan

Gubernur yang berkualitas dan responsif.

E. Analisa Masalah

Dalam upaya peningkatan kualitas produk hukum daerah, pengelolaan proses
penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang efektif dan efisien menjadi
elemen krusial bagi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Seiring dengan dinamika kebutuhan regulasi daerah yang semakin kompleks, penguatan
fungsi manajerial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya
Ranpergub, tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga sebuah keniscayaan. Salah satu

aspek penting dalam pengelolaan proses tersebut adalah tahapan penelitian dan pengkajian



Ranpergub yang diusulkan oleh perangkat daerah, yang berfungsi sebagai fondasi kualitas
produk hukum yang dihasilkan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan penelitian
dan pengkajian Ranpergub di Biro Hukum dan HAM masih menghadapi sejumlah
tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, metode dan proses, ketersediaan data dan
informasi, koordinasi antar instansi, infrastruktur teknologi informasi, maupun aspek
anggaran dan waktu. Analisis berikut akan membahas secara mendalam isu- isu strategis
yang dihadapi, khususnya terkait belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian
Ranpergub yang diusulkan oleh perangkat daerah.

1. Identifikasi dan Analisis Masalah
Untuk mengidentifikasi akar permasalahan kinerja pelayanan di Subbagian
Penyusunan Peraturan Gubernur, penulis melakukan pendekatan APKL melalui
tabel dibawabh ini:

Tabel 1.2 Analisis Masalah Kinerja Pelayanan Menggunakan APKL

NILAI
NO IDENTIFIKASI MASALAH TO | RANK
AlPIKILItAL

Belum efektifnya penyusunan program
1 | kerja tahunan Subbagian Peraturan 41415 4 17 Il
Gubernur

Belum optimalnya pelaksanaan penelitian
2 | dan pengkajian Rancangan Peraturan 5154 4 18 |
Gubemur yang diusulkan perangkat daerah

Belum optimalnya penyusunan hasil
analisis dan kajian Tim dalam rangka

L T 3145 4 16 Il
3 harmonisasian pembulatan untuk finalisasi
Rancangan Peraturan Gubemur
Keterangan:

Aktual A Problematik P Khalayak K Layak L
5 : Sangat Aktual 5 : Sangat Problematik 5 : Sangat Khalayak 5 : Sangat Layak
4 : Aktual 4 : Problematik 4 : Khalayak 4 : Layak
3 : Cukup Aktual 3 : Cukup Problematik 3 : Cukup Khalayak 3 : Cukup Layak
2 : Tidak Aktual 2 : Tidak Problematik 2 : Tidak Khalayak 2 : Tidak Layak
1 : Sangat tdk Aktual 1 : Sangat tdk Problematik | 1 : Sangat tdk Khalayak | 1 :Sangat tdk Layak

Berdasarkan hasil identifikasi masalah maka permasalan yang dominan dan
akan dipilih untuk diangkat menjadi tema aksi perubahan adalah Belum
optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Rancangan Peraturan

Gubemur yang diusulkan perangkat daerah.



2.

Faktor Penyebab Masalah

Untuk menggali akar penyebab dari permasalahan Belum optimalnya
pelaksanaan penelitian dan pengkajian Rancangan Peraturan Gubemur
yang diusulkan perangkat daerah, digunakan Fishbone Diagram (Diagram
Tulang Ikan), sebagai berikut:

Metode/Prosedur Mesin/Teknologi

aluasi regulasi

Belum
optimalnya
pelaksanaan
penelitian dan
pengkajian
Rancangan
Peraturan
Gubemur yang
diusulkan
perangkat

daerah

Gambar 1.1 : Diagram Fishbone
Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang diusulkan oleh perangkat

daerah di Provinsi Sumatera Selatan menimbulkan dampak multidimensional
yang signifikan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Dari aspek
sumber daya manusia (Man), kekurangan kuantitas personel di Biro Hukum dan
HAM membebani staf yang ada dengan volume kerja yang berlebihan, berpotensi
menurunkan kualitas telaah dan memperlambat proses. Di sisi lain, kurangnya
kompetensi pegawai di perangkat daerah pemrakarsa dalam mengkaji dan
menganalisis Ranpergub mengakibatkan draf awal yang diajukan seringkali
memerlukan revisi substansial, yang semakin memperpanjang waktu
penyelesaian.

Dalam konteks material (Bahan Baku), kurangnya integrasi data antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketidaksinkronan dan ketidaklengkapan
data sektoral menghambat proses penelitian dan pengkajian yang komprehensif.
Keterbatasan akses terhadap data yang relevan dan terpercaya menyulitkan Biro
Hukum dan HAM dalam melakukan analisis dampak regulasi yang akurat dan
berbasis bukti.

Dari perspektif machine (Mesin), belum adanya sistem terintegrasi yang
secara khusus mendukung proses legislasi daerah, keterbatasan teknologi yang
dimanfaatkan, serta terbatasnya akses terhadap referensi hukum dan kebijakan

yang komprehensif, membatasi kemampuan Biro Hukum dan HAM dalam



melakukan penelitian dan pengkajian secara efisien dan mendalam.

Aspek method (Metode/Prosedur) juga berkontribusi pada permasalahan
ini. Minimnya evaluasi regulasi yang sudah ada menyebabkan potensi tumpang
tindih atau inefektivitas peraturan yang tidak terdeteksi. Proses penyusunan yang
tidak terintegrasi antar tahapan dan pihak terkait, serta ketiadaan standar baku
yang jelas untuk penelitian dan pengkajian Ranpergub, mengakibatkan variasi
kualitas dan potensi inkonsistensi dalam produk hukum yang dihasilkan.

Faktor environment (Lingkungan) menunjukkan bahwa lemahnya
koordinasi lintas sektor, tidak adanya forum komunikasi tetap antar instansi terkait
penyusunan regulasi, serta perbedaan persepsi antar instansi mengenai urgensi dan
substansi Ranpergub, menghambat terciptanya sinergi dan pemahaman bersama
yang esensial untuk proses penelitian dan pengkajian yang efektif.

Terakhir, dari sisi measurement (Pengukuran), keterbatasan anggaran
yang dialokasikan untuk proses penyusunan regulasi, waktu penyusunan yang
seringkali sempit sehingga berdampak negatif pada keseluruhan proses penelitian
dan pengkajian Ranpergub. Secara keseluruhan, permasalahan ini berpotensi
menghasilkan produk hukum daerah yang kurang berkualitas, tidak responsif
terhadap kebutuhan masyarakat, serta menghambat implementasi program dan
kebijakan pembangunan daerah yang efektif.

Dampak Masalah

Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Rancangan
Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang diusulkan oleh berbagai perangkat daerah
di Provinsi Sumatera Selatan menimbulkan serangkaian dampak
multidimensional yang signifikan terhadap efektivitas tata kelola
pemerintahan daerah. Konsekuensi dari permasalahan ini dapat dianalisis dari
berbagai aspek, mulai dari kualitas produk hukum itu sendiri hingga implikasinya
terhadap efisiensi birokrasi dan kepercayaan publik.

Salah satu dampak krusial adalah menurunnya kualitas produk hukum
daerah. Ketika penelitian dan pengkajian tidak dilakukan secara mendalam,
Ranpergub yang dihasilkan berisiko tidak komprehensif, memiliki celah hukum,
atau bahkan mengandung multitafsir. Lebih jauh, hal ini dapat menyebabkan

inkonsistensi dengan regulasi yang lebih tinggi atau tumpang tindih dengan



peraturan yang telah ada, menciptakan ketidakpastian hukum. Akibatnya, produk
hukum yang semacam ini kerap tidak responsif terhadap kebutuhan riil
masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.

Dampak selanjutnya terlihat pada inefisiensi yang parah dalam proses
kerja Biro Hukum dan perangkat daerah. Draf awal Ranpergub yang
berkualitas rendah dari perangkat daerah pemrakarsa memaksa Biro Hukum untuk
melakukan revisi substansial dan penelitian ulang, suatu tugas yang memberatkan
mengingat keterbatasan staf. Situasi ini tidak hanya memperpanjang waktu
penyelesaian Ranpergub secara signifikan, tetapi juga memicu pemborosan
sumber daya—baik waktu, tenaga, maupun anggaran—yang seharusnya dapat
dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih produktif.

Terakhir, permasalahan ini turut menghambat implementasi kebijakan
dan program pembangunan daerah. Ranpergub yang tidak berkualitas atau
bersifat ambigu dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana maupun
masyarakat, secara langsung mengurangi efektivitas program pemerintah. Produk
hukum yang tidak matang dalam fase penelitian dan pengkajian juga berisiko
tinggi untuk digugat atau dibatalkan di kemudian hari karena cacat formil atau
materiil, yang berujung pada kerugian substansial bagi pemerintah daerah. Pada
akhirnya, keterlambatan dan ketidakjelasan dalam pembentukan peraturan daerah
secara langsung mengikis kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah
daerah dalam menjamin kepastian hukum dan menyediakan pelayanan publik
yang prima.

Secara keseluruhan, belum optimalnya proses penelitian dan pengkajian
Ranpergub menjadi penghalang fundamental bagi pemerintah daerah dalam
merumuskan regulasi yang efektif, efisien, dan berlandaskan hukum yang
kuat, yang pada gilirannya berimplikasi negatif pada kualitas pelayanan

publik dan pencapaian visi pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

F.  Strategi Penyelesaian Masalah
1. Terobosan Inovasi
Berdasarkan hasil Studi Lapangan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Rawas, permasalahan yang teridentifikasi adalah durasi proses

fasilitasi yang berkepanjangan. Hal ini secara signifikan menghambat tahapan
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finalisasi dan penetapan produk hukum daerah Kabupaten Musi Rawas, yang
berimplikasi pada efektivitas implementasi kebijakan daerah.

Adapun lesson learned untuk mengatasi kendala ini, diperlukan
implementasi strategi resolusi yang komprehensif.

Intensifikasi Komunikasi dan Koordinasi Proaktif dengan Pihak Fasilitator.

Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan saluran komunikasi
langsung seperti sambungan telepon atau platform instant messaging untuk
membahas secara simultan kendala-kendala spesifik yang menghambat kemajuan
proses fasilitasi. Selain itu, penyelenggaraan rapat teknis secara berkala
yang melibatkan representasi dari Biro Hukum Provinsi, perangkat daerah
pemrakarsa di tingkat kabupaten, serta perangkat daerah provinsi terkait,
dipandang esensial.

Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam
substansi permasalahan hukum yang menghambat proses fasilitasi dan
merumuskan solusi yang terukur, berbasis argumentasi hukum yang kuat, serta
dapat diimplementasikan secara efektif.

Peningkatan Kualitas Substansi Produk Hukum Daerah Menjadi Imperatif.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu
mengoptimalkan kapasitas analisis hukum internal dalam memastikan koherensi
dan validitas substansi materi produk hukum yang diajukan. Hal ini mencakup
telaah yang cermat terhadap kesesuaian dengan koridor kewenangan atribusi,
delegasi, dan mandat yang dimiliki daerah, serta harmonisasi dengan hierarki
peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat lebih tinggi melalui
implementasi telaah hukum yang mendalam dan komprehensif.
Memberikan Pemahaman Substansi Materi Rancangan Poduk Hukum
Daerah Kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pemanfaatan panduan sistematis dalam penyusunan rancangan produk
hukum daerah merupakan langkah strategis. Panduan ini akan berfungsi sebagai
kerangka kerja normatif yang memastikan keselarasan draf awal dengan prinsip-
prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga
meminimalisir potensi revisi yang memakan waktu dan mempercepat proses

fasilitasi.
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Pemecahan permasalahan ini selaras dengan aksi perubahan penulis yang
berjudul Penggunaan E-book Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
dalam Mendukung Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Penelitian dan
Pengkajian pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur. Solusi
inovatif berupa penggunaan e-book panduan penyusunan Ranpergub muncul
sebagai respons strategis untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
penelitian dan pengkajian pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur.
Kemampuan ini terwujud dalam beberapa aspek krusial:

Pertama, adanya kemampuan analitis dan visioner untuk mengidentifikasi
akar permasalahan yang menghambat optimalisasi proses penyusunan Ranpergub.
Biro Hukum dan HAM mampu melihat melampaui gejala-gejala seperti
keterlambatan dan kualitas draf yang rendah, hingga menyadari adanya kebutuhan
akan standarisasi prosedur, peningkatan kompetensi, dan optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi sebagai kunci perbaikan.

Kedua, muncul kreativitas dalam merancang solusi konkret melalui e-book
panduan. Inovasi ini tidak hanya sekadar mendigitalisasi informasi, namun juga
mengkonseptualisasikan sebuah alat kerja yang dinamis dan interaktif. Biro
Hukum dan HAM berkreasi dalam menentukan struktur e-book yang mudah
dinavigasi, konten yang komprehensif dan aplikatif (termasuk contoh, referensi,
dan alur kerja yang jelas), serta potensi integrasi fitur-fitur yang mendukung
kolaborasi dan pemahaman yang lebih baik.

Ketiga, terdapat kemampuan strategis dalam merencanakan implementasi e-
book sebagai sebuah perubahan sistemik. Biro Hukum dan HAM tidak hanya
fokus pada pembuatan e-book, namun juga memikirkan cara sosialisasi yang
efektif, mekanisme dukungan pengguna, serta strategi untuk mendorong adopsi
dan pemanfaatan e-book secara berkelanjutan oleh perangkat daerah pemrakarsa.

Keempat, adanya kesadaran akan pentingnya evaluasi dan adaptasi. Biro
Hukum dan HAM menunjukkan inovasi dalam merancang mekanisme
pengumpulan umpan balik dari pengguna e-book dan memiliki visi untuk terus
mengembangkan serta memperbarui konten e-book agar tetap relevan dan efektif

dalam menjawab kebutuhan riil proses penyusunan Ranpergub.
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Dengan demikian, inisiatif penggunaan e-book panduan penyusunan

Ranpergub di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan merupakan manifestasi dari kemampuan untuk berpikir kreatif, analitis,

dan strategis dalam mengatasi permasalahan yang kompleks. Terobosan ini tidak

hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk

melakukan perubahan yang berkelanjutan demi terciptanya proses penyusunan

regulasi yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

5. Milestone dan Kegiatan Aksi Perubahan
Berikut tahapan yang dilakukan dalam rangka penerapan strategi yang
dijabarkan ke dalam sasaran jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Tahapan tersebut dikategorikan ke dalam lamanya waktu penyelesaian rencana
aksi perubahan, Adapun rincian tahapan tersebut :
a. Tahapan jangka pendek dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan;
b. Tahapan jangka menengah dilasanakan dalam kurun waktu 6 bulan
sampai dengan 12 bulan pelatihan berakhir; dan
c. Tahapan jangka panjang dilaksanakan dalam kurun waktu lebih
dari 1 tahun setelah pelatihan berakhir.
Tabel 1.3 : Milestone Kegiatan
No Mlles_tone/ Tahapan Kegiatan Evidence/ output Waktu
Kegiatan
JANGKA PENDEK
A. TAHAP PERSIAPAN
1. Melaksanakan 1. Menemui dan | 1. Surat Dukungan Minggu ke-
koordinasi dan menghadap mentor | 2. Laporan hasil | Il Mei 2025
konsultasi dengan | 2. Meminta dukungan konsultasi (arahan)
mentor mentor 3. Foto/Video
3. Meminta arahan
mentor
2. | Membentuk Tim | 1. Menyusun daftar tim |1. Daftar Tim Efektif Minggu ke-
Efektif Aksi efektif 2. Draft Keputusan Tim | Il Mei 2025
Perubahan 2. Menyampaikan daftar Efektif
kepada mentor 3.SK Keputusan  Tim
3. Menyampaikan dan Efektif
meminta persetujuan | 4. Foto/Video
kepala Biro
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3. | Melaksanakan 1. Membuat surat |1. Surat undangan Minggu ke-
rapat tim efektif undangan, daftar |2. Daftar Hadir Il bulan Mei
hadir dan bahan rapat |3. Bahan rapat 2025
2. Membagikan surat | 4. Notulen rapat
undangan 5. Foto / Video
3. Melaksanakan rapat
B. TAHAP PELAKSANAAN
1. | Membuat 1. Merencanakan konten | 1. Dokumen Rencana | Mingguke-
Perencanaan dan apa saja yang akan Aksi: Dokumen | Ill bulan
Penyusunan dimuat dalam e- perencanaan  yang | Mei 2025
Rencana Aksi book, termasuk menjelaskan tujuan,
bahan-bahan  yang sasaran, langkah-
harus disiapkan langkah yang akan
diambil, serta
indikator pencapaian
yang jelas.
2. Daftar Konten: Daftar
topik atau bab yang
akan dimuat dalam e-
book
3. Alur Kerja: Diagram
atau alur kerja yang
menggambarkan
tahapan pengerjaan
e-book, mulai dari
pengumpulan materi
hingga distribusi
3. Melaksanakan rapat 4. Suratundangan
bersama stakeholder| 5. Daftar Hadir
terkait 6. Bahan rapat
7. Notulen rapat
8. Foto/Video
2. | Pembuatan 1. Mengetik dan | 1. Kata Pengantar dan | Minggu ke-
materi/isi e-book Membuat Kata daftar isi yang telah | IV bulan
Pengantar dan selesai disusun Mei s/d
Daftar isi 2. Template SK Tim | Minggu ke-
2. Membuat template sk konsepsi, ranpergub, | Il bulan
tim, konsepsi, contoh surat Juni 2025
ranpergub, contoh | 3. PowerPoint
surat Presentasi (PPT)
3. Membuat materi | 4. Dokumen Hukum dan
terkait proses Peraturan
penyusunan Terkait
Ranpergub serta | 5. Foto/video
pembuatan legal
drafting Ranpergub ke
dalam bentuk ppt
4. Mengumpulkan

bahan-bahan  untuk
mengisi e-book
panduan
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3. | Desain dan Mendesain layout e- | 1. Gambar atau | Mingguke-
Pengembangan E- book agar mudah prototipe awal dari | Il bulan
Book dibaca, profesional, desain layout e-book | Juni 2025

dan sesuai dengan yang mencakup tata
tema. Hal ini letak, warna, font, dan
mencakup pemilihan elemen visual.
font, gambar, dan tata
letak.
Penyuntingan Konten:| 2. E-pook yang telah
Memastikan' e-book melalui proses
ggggztikgﬁ” kesalahan penyuntingan dan
ketidaksesuaian siap dipublikasikan.
informasi, dan format
yang tidak konsisten. | 6. Foto/video

4. | Penyusunan Materi Menyusun materi | 1. Dokumen yang berisi | Minggu ke-
sesuai dengan rincian materi yang | Il bulan
struktur yang telah dimasukkan dalam e- | Juni 2025
ditentukan dalam book
rencana ke dalam e- | 3. Foto/video
book dan memastikan
informasi yang
disajikan jelas,
lengkap, dan mudah
dipahami.

5. | Penyebarluasan Mempersiapkan 1. QR Code Minggu ke-

dan Publikasi Platform Penyebaran IV bulan
e-book melalui QR Juni 2024
Code.
Melakukan sosialisasi | 2. Undangan
kepada pihak terkait | 3. Daftar hadir
tentang keberadaan e- | 2. Foto/ video
book dan bagaimana
cara mengaksesnya.
C. TAHAP EVALUASI
1. | Evaluasi Evaluasi Pencapaian: | Foto/video Minggu ke-I
Mengukur sejauh mana e- bulan Juli
book telah disebarluaskan | 3. Kuesioner atau google | 2025
dan digunakan oleh form
pihak yang dituju.
No Mllesttone/ Tahapan Kegiatan Evidence/ output Waktu
Kegiatan

1. | JANGKA 1. Mengimplementasika 6 bulan-12

MENENGAH bulan

n e-book panduan
secara aktif dalam
proses penelitian dan
pengkajian ranpergub
di seluruh perangkat
daerah pemrakarsa.

2. Meningkatnya kualitas
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hasil kajian melalui
penerapan panduan
yang lebih sistematis
dan seragam.

No

Milestone/

. Tahapan Kegiatan Evidence/ output Waktu
Kegiatan

JANGKA 3. Terwujudnya kinerja 12 bulan
PANJANG Subbagian - 24 bulan
Penyusunan
Peraturan  Gubernur
melalui digitalisasi dan
pembakuan  proses
kerja secara optimal

Rancangan aksi perubahan ini diimplementasikan dalam tiga tahapan
waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan fokus utama pada
pemanfaatan e-book panduan penyusunan ranpergub sebagai sumber informasi
dan referensi bagi perangkat daerah pemrakarsa dalam meneliti dan mengkaji
rancangan peraturan gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan. Pada tahap jangka pendek (dua bulan), kegiatan dimulai dengan
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, membentuk Tim Efektif
Aksi Perubahan dan melaksanakan rapat tim efektif. Tahap jangka menengah
(enam bulan) difokuskan pada pelaksanaan Pembuatan e-book serta
Penyebarluasan dan Publikasi kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa melalui Qr-
Code. Sementara itu, pada tahap jangka Panjang (satu hingga dua tahun),
dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan e-book panduan penyusunan ranpergub
menggunakan google form. Dengan tahapan yang terstruktur ini, inovasi
diharapkan mampu Meningkatkan kompetensi perangkat daerah pemrakarsa
dalam menyusun draf awal Ranpergub secara lebih mandiri, tepat format, dan
sesuai kaidah hukum sehinggadapat meningkatan kualitas dan keseragaman
dokumen rancangan Peraturan Gubernur, karena adanya standar panduan yang

mudah diakses oleh semua pihak terkait.

Sumber Daya
Secara umum, stakeholder dipahami sebagai individu atau kelompok yang

memiliki peran aktif dalam pelaksanaan suatu aplikasi maupun pihak yang akan
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terdampak secara signifikan oleh penggunaannya. Stakeholder analysis
merupakan proses sistematis untuk menganalisis sikap, pandangan, dan respons
para pemangku kepentingan terhadap implementasi suatu kebijakan atau proyek.
Analisis ini umumnya dilakukan pada tahap perencanaan proyek guna
memperoleh pemahaman awal mengenai reaksi stakeholder, khususnya terhadap
potensi perubahan yang mungkin terjadi selama proses implementasi. Identifikasi
karakteristik, pandangan, serta posisi masing-masing stakeholder menjadi
komponen penting yang berfungsi sebagai landasan dalam menentukan arah dan
strategi pelaksanaan proyek selanjutnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat
pengaruh dan tingkat kepentingan masing-masing stakeholder, dilakukan proses
identifikasi yang komprehensif. Hasil dari identifikasi ini kemudian dijadikan
dasar dalam penyusunan strategi pendekatan yang tepat dan efektif untuk
mengelola keterlibatan stakeholder sepanjang siklus proyek.

a. ldentifikasi Stakeholder, Peta Stakeholder dan Strategi Komunikasi

Untuk memastikan “Penggunaan e-book Panduan Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernurr” berjalan lancar, langkah awal adalah
mengidentifikasi stakeholder dan memetakan posisi dan menetapkan strategi
komunikasi.

Dalam  mengidentifikasi dan  mengklasifikasikan  pemangku
kepentingan terkait penggunaan e-book panduan penyusunan Rancangan
Peraturan Gubernur (Ranpergub), analisis kuadran digunakan untuk
memetakan posisi masing-masing berdasarkan tingkat kepentingan terhadap
program dan kekuatan yang dimiliki untuk mempengaruhi keberhasilannya.
Kelompok pertama adalah Promoters, yaitu para pemangku kepentingan
yang memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan implementasi e-book
ini dan juga memiliki kekuatan signifikan untuk mendukung atau bahkan
menghambatnya. Kelompok kedua adalah Defenders, yang memiliki
kepentingan pribadi dalam program ini dan berpotensi menyuarakan
dukungannya di lingkungannya, meskipun kekuatan mereka untuk
mempengaruhi kegiatan secara langsung relatif kecil. Selanjutnya, terdapat
kelompok Latents, yang saat ini mungkin tidak menunjukkan minat atau

keterlibatan yang signifikan dalam kegiatan implementasi e-book, namun
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memiliki potensi kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka
menjadi tertarik atau menyadari relevansinya. Terakhir adalah kelompok
Apathetics, yang menunjukkan tingkat kepentingan dan kekuatan yang
rendah, bahkan mungkin belum menyadari keberadaan inisiatif implementasi
e-book panduan ini. Adapun identifikasi stakeholder aksi perubahan dapat
dilihat pada Tabel berikut:

Analisis menggunakan Peta Stakeholder ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis kompleksitas pengaruh stakeholder
dalam rangka mewujudkan “Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung Efisiensi Dan
Efektifitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Pada Subbagian

Penyusunan Peraturan Gubernur, yakni sebagai berikut:

Sumbu y P )
ower

LATENTS PROMOTOR
1. Sekda 1. Kepala Biro Hukum dan HAM

2. Assisten Pemerintahan dan 2. Kabag Peraturan Perundang-
Kesra undangan

APATHETICS DEFENDERS sumbu
1. Perangkat Daerah Pemrakarsa

1. Masyarakat R 1
2. Media Online
3 LSM 2. Stafpada Subbag Penyusunan
3. Perout

Power (-)

Gambar 1.2 Analisis Stakeholder

Untuk memastikan keberhasilan implementasi "Penggunaan E-Book
Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur”, langkah krusial
adalah mengidentifikasi para pemangku kepentingan, memetakan posisi
mereka berdasarkan pengaruh dan kepentingan, serta merumuskan strategi
komunikasi yang tepat. Analisis kuadran pemangku kepentingan menjadi

landasan dalam proses ini.
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Kelompok Promoters yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi,
seperti Kepala Biro Hukum dan HAM serta Kepala Bagian Peraturan
Perundang- undangan, memerlukan strategi keterlibatan aktif dan kolaborasi.
Komunikasi yang dibangun harus bersifat intensif, transparan, dan fokus pada
manfaat strategis e-book dalam meningkatkan kinerja Biro Hukum dan HAM
dan kualitas produk hukum daerah. Dukungan mereka perlu terus dipelihara
dan diperkuat melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan kunci terkait
implementasi.

Kelompok Defenders, seperti Staf pada Subbagian Penyusunan Pergub
dan Perangkat Daerah Pemrakarsa, memiliki kepentingan tinggi namun
pengaruh rendah. Strategi komunikasi yang efektif untuk kelompok ini adalah
informasi yang jelas, persuasif, dan fokus pada manfaat praktis e-book dalam
mempermudah tugas mereka sehari-hari. Dukungan mereka dapat
dimaksimalkan  dengan  memberikan pelatihan yang memadai,
mengakomodasi masukan mereka, dan menunjukkan bagaimana e-book
dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja mereka.

Kelompok Latents, yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan
rendah, seperti Sekretaris Daerah dan Assisten Pemerintahan dan Kesra,
memerlukan strategi pemantauan dan informasi selektif. Komunikasi dengan
kelompok ini sebaiknya fokus pada highlight pencapaian dan potensi dampak
positif e-book terhadap tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan relevansi
dan manfaat program ini, sehingga potensi pengaruh mereka dapat diarahkan
menjadi dukungan aktif jika diperlukan.

Kelompok Apathetics, seperti Masyarakat, LSM dan Pers/Media,
menunjukkan pengaruh dan kepentingan yang rendah. Strategi komunikasi
yang paling tepat adalah pemantauan pasif dan penyediaan informasi umum
jika ada perkembangan signifikan yang relevan dengan kepentingan publik
atau citra organisasi. Upaya khusus untuk melibatkan kelompok ini mungkin
tidak diperlukan pada tahap awal, namun perlu dipertimbangkan jika
implementasi e-book memiliki potensi dampak yang lebih luas di masa

depan.
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Peta Stakeholder yang divisualisasikan dalam analisis kuadran
(Gambar 4) secara jelas menggambarkan posisi masing-masing pemangku
kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka terhadap
implementasi e- book. Analisis ini menjadi dasar penting dalam merancang
strategi  komunikasi yang terarah dan efektif, dengan tujuan untuk
memaksimalkan dukungan dari pemangku kepentingan yang berpengaruh
dan berkepentingan tinggi, serta meminimalkan potensi resistensi dari
kelompok lainnya. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika
pengaruh dan kepentingan ini, implementasi e-book panduan penyusunan
Ranpergub diharapkan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya dalam
mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengkajian
pada Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur.

b. Pemanfaatan Teknologi Digital
Teknologi digital berperan penting dalam kegiatan organisasi. Seiring
perkembangan zaman, perkembangan teknologi terlibat dalam semua aspek
kehidupan sehari-hari. Berikut pemanfaatan teknologi digital yang berperan

dalam rancangan aksi perubahan:

Tabel 1.4 Pemanfaatan Teknologi Digital

PEMANFAATAN TEKNOLOGI
NO KEGIATAN DALAM DIGITAL
MILESTONE

1 Koordinasi dengan Mentor Handphone, Komputer, printer

2 Pembentukan Tim Efektif Komputer, printer
Komputer, printer, handphone, jaringan

3 Melaksanakan rapat tim efektif P P . P jaring

internet
Perencanaan dan Penyusunan Rencana . - .
4 : Komputer, printer, jaringan internet
Aksi

5 Pembuatan materi/isi e-book Komputer, jaringan internet

6 Desain dan Pengembangan E-Book Komputer, printer , jaringan internet

7 Penyusunan Materi Komputer, jaringan internet

8 Penyebarluasan dan Publikasi Komputer, jaringan internet

9 Evaluasi Komputer, jaringan internet

c. Membangun Tim Efektif
Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini perlu dibentuk tim kerja efektif

yang akan bekerja sama, berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan
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yang Struktur tim merupakan hal mendasar dari sebuah tim yang efektif. Tim
efektif ini adan sangat berpengaruh pada aksi perubahan yang akan
dilaksanakan dengan memilih tim yang memiliki visi, misi dan tujuan yang
sama. Kerangka dalam pembentukan tim efektif aksi perubahan dapat dilihat
sebagai berikut:

MENTOR COACH

KEPATLA BAGIANPERATURAN Ir.lbrahim Hamid, M.Eng
PERUNDANG-UNDANGAN

PROJECT LEADER
KASUBAGPENYUSUNAN
PERATURAN GUBERNUR

v 1

TIM EFEKTIF

STAF SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PERGU

Gambar 1.3 Pembentukan Tim Efektif
Keterangan :

Garis Perintah <#—
Garis Konsultasi e

Tabel 1.5 Susunan dan Tugas Tim Efektif

JABATAN TUGAS KOMPETENSI
DALAMTIM
Mentor 1. Bertindak sebagai penanggung | 1. Memahami alur aksi
(Kepala jawab dan pengarah proyek perubahan yang akan
Bagian perubahan dilaksanakan
Peraturan 2. Memberikan persetujuan, |2. Memiliki komitmen
Perundang- dukungan arahan dan terhadap aksi
Undangan) pengawasan terhadap perubahan
pelaksanaan aksi perubahan
Membantu memfasilitasi
penyelesaiaan masalah dan
hambatan dalam pelaksanaan
aksi perubahan
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Coach
(Widyaiswara)

. Memberikan

. Mengevaluasi

saran dan
masukan selama pelaksanaan
kegiatan

hasil
pelaksanaan kegiatan

. Membantu menyelesaikan

kendala / hambatan

Memahami  alur  aksi
perubahan
dilaksanakan

yang akan

Project Leader
(Kasub
Penyusunan
Pergub)

. Melaporkan

. Merencanakan dan melakukan

koordinasi mengenai
pelaksanaan aksi perubahan

. Memimpin aksi perubahan
. Melakukan

Kerjasama dan
koordinasi dengan stakeholder
perkembangan
aksi perubahan kepada mentor
dan coach

. Memiliki

. Memahami alur aksi

perubahan yang akan
dilaksanakan

komitmen
dalam aksi perubahan

. Membuat isi materi

dalam e-book
panduan penyusunan
ranpergub

. Mampu

mengendalikan tim

Staf Sub Bagian
Penyusunan
Pergub

. Memberikan

. Membantu

. Memberikan dukungan secara

berkelanjutan

saran dan
masukan  apabila  terdapat
hambatan dalam pelaksanaan
aksi perubahan

menyiapkan
undangan, daftar hadir, sk tim
efektif beserta penomorannya

. Memeriksa kesiapan
operasional, peralatan dan
kebutuhan material
pelaksanaan aksi perubahan;

. Melakukan pekerjaan
dilapangan sesuai kebutuhan

dan melaporkan hasil kegiatan
ke project leader

. Memahami alur aksi

perubahan yang akan
dilaksanakan

. Memiliki

kemampuan
berkolaborasi dengan
tim

. Memiliki

pengetahuan tentang
aksi perubahan

d. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

1.

Pengembangan Mandiri :

a) Menganalisa Rencana Kerja Organisasi dengan kekuatan
sumberdaya internal dan strategi mencapai kinerja organisasi yang
optimal; dan

b) Meningkatkan kemampuan diri dalam berkomunikasi dengan pihak

internal dan pihak eksternal dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengembangan Melalui Penugasan :
a) Terlibat dalam tim efektif agar Rancangan aksi perubahan dapat
tersusun dan diterima sebagai kerja efektif organisasi dalam

mencapai kinerja; dan
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b) Penugasan dalam mengawal Rancangan Aksi Perubahan dapat di

aplikasikan/diterapkan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan

Kinerja organisasi.

Cara
Pihak Terdampak Kompetensi Pengembangs_m
No : Kompetensi
Aksi Perubahan yang .
. (klasikal/non
Dibutuhkan .
klasikal)
. Mendiskripsikan sistematika aksi -
1. | Project Leader perubahan In house training
Dapat menyajikan  panduan
2. | Tim Efektif penyusunan ranpergub secara | In house training
digitalisasi yaitu melalui e-book
yang dapat diakses melalui Qr-
Code
Perangkat Daerah | Dapat menggunakan dan
3. |Pemrakarsa memanfaatkan e- book panduan Tutorial
ranpergub penyusunan  ranpergu  dalam
pelaksanaan penyusunan
ranpergub

Tabel 1.6 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi
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7.

Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan Dan Renstra Pengembangan Potensi Diri

a.

Hasil Pemetaan
REKAP NILAl GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR
. . . N .
Nama . Rismadianty, SH.,M.Si ama Windri Marlenny, SH.,MM
Mentor
NIP : 198903062020122006 NIP: 197603262005012006
Jabatan . Plt. Kasubbag Penyusunan Pergub Jabatan Kabag Peraturan Perundang-undangan
Instansi . Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel Instansi Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
Program 0
Nilai Nilai Nilai Rata-
Komponen Sub Komponen et el Kualifikasi
Peserta | Mentor Rata
Tanggung jawab 9 9 9.00 Istimewa
Komitmen 9 9 9.00 Istimewa
Kedisplinan 9 9 9.00 Istimewa
Integritas  |Kejujuran 9 9 9.00 Istimewa
Konsistensi 9 9 9.00 Istimewa
Pengambilan Keputusan 9 9 9.00 Istimewa
Rata-Rata 9.00 9.00 9.00 Istimewa
Kerjasama Internal 9 9 9.00 Istimewa
Kerjasama Eksternal 8 8 2.00 Baik
Komunikasi 9 8 8.30 Baik
Kerjasama —
Fleksihilitas 9 8 8.30 Baik
Komitmen dalam Tim 9 q 9.00 Istimewa
Rata-Rata 8.80 8.40 8.52 Baik
Pelayanan Publik 8 8 8.00 Baik
Adaptabilitas 2 8 3.00 Baik
Mengelola |Pengembangan orang lain 8 8 8.00 Baik
Perubahan | rientasi pada hasil 9 8 8.30 Baik
Inisiatif 9 8 8.30 Baik
Rata-Rata 8.40 8.00 8.12 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.73 8.47 8.55 Baik

Keterangan Kualifikasi
9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik

5-6.99 Cukup
3499 Kurang
1-299 Sangat Kurang

Gambar 1.4 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor
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REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta  Rismadianty, SH.M.Si Nama Mentor ~ : Windri Marlenny, SH.,MM
NIP :198903062020122006 NIP: +197603262005012006
Jabatan . Plt Kasubbag Penyusunan Perqub Jabatan : Kabag Peraturan Perundang-undangan
Instansi : Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel Instansi » Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
Program 0
Nilai Komponen
Sub Komponen | <1108 1] 10 ) SubKomponen | Rata-Rata Total | Kualifikasi
Integritas (e Mengelola Perubahan | Sub Komponen | Total Sub

Peserta 9.00 8.80 840 873 Baik
Mentor 9.00 840 8.00 847 Baik
o o 000 852 B2 855 Baik
Sub Komponen
Kualifikasi Per Sub » Baik Baik
Komponen stimewa al al
Keterangan Kualifikasi Akhir Sikap Perilaku
9.99-10 Istimewa
1-8.99 Baik o
56.99 Cukup Kualifikas:
3499 Kurang Baik
1-2.99 Sangat Kurang

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

[stimewa

 Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan
sikap peritaku untuk menducuki jabatan pimpinan yang lebih tinggi

Baik

+ |Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur
pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai
hekal pendalaman sikap perilaku dalam jahatan pimpinan pengawas

Cukup

 |Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada
saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal
penguatan sikap periaku dalam menduduki jabatan pengawas

Kurang

 |Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,

Sangat Kurang

: |peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada
saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya
agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku
dalam menduduki jabatan pengawas

Gambar 1.5 : Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta
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b. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 1.7 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

KEGIATAN KEGIATAN
KOMPONEN PENGEMBANGAN | TAHAPAN WAKTU
POTENSI DIRI UNTUK AKSI PELAKSANAAN
NO /SuB HASIL
KOMPON MENDUKUNG PERUBAH
EN PELAKSANAAN AN Rencana | Realisasi
AKSI PERUBAHAN
1 Kerjasama Koordinasi dengan Rapat mlgi?:nke- 14 Mei Terwujudnya
apal 2025 koordinasi
| Eksternal Perangkat _Daerah Mei 2025 dengan
Pemrakarsa melalui rapat Perangkat
untuk memastikan e- book Daerah
panduan yang disusun dapat Pemralfarsa
disesuaikan dengan melalui rapat
kebutuhan pemrakarsa dan
regulasi yang ada
Melakukan ~evaluasi untuk | Evaluasi Minggu ke-I éégls'
mendapatkan umpan balik menggunak | Pulan Juli
dari pengguna mengenai an Kuesioner 2025
efektivitas panduan atau google
tersebut dan lakukan form
perbaikan jika diperlukan.
2 Mengelola Memberikan informasi dan . Minggu ke- 26 Juni Tersampaika
) Sosialisasi | IV bulan 2025 nn
Perubahan pembelajaran kepada perangkat : nnya
Juni 2024 informasi
/ daerah pemrakarsa dan
Pengemba dalam mengakses dan pembelajara
ngan menggunakan e-book panduan n kepada
Oran penyusunan Ranpergub agar perangkat
) g perangkat daerah pemrakarsa daerah
Lain; dan dapat merespons perubahan pemrakarsa
Adaptabili dengan cepat serta beradaptasi dalam
tas. dalam penggunaan e-book dalam mengakses
rangka mempermudah dan
penyusunan ranpergub agar menggunaka
ranpergub yang disusun sesuai n e-book
dengan ketentuan peraturan panduan
perundang- undangan penyusunan
Ranpergub
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BAB 11
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan

Integritas, sebagai cerminan kualitas organisasi, terwujud dalam perilaku dan tindakan
pimpinan serta seluruh sumber daya manusia saat menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Konsistensi antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan merupakan inti integritas, sekaligus
indikator utama kredibilitas pimpinan dan organisasi secara keseluruhan (Brown & Trevifio,
2006; Simons, 2008; George, 2003).

Para ahli sepakat mengenai krusialnya integritas, baik bagi individu maupun
organisasi. Brown dan Trevifio (2006) menekankan bahwa integritas adalah keselarasan
sempurna antara apa yang diyakini, diucapkan, dan dilakukan, menunjukkan kematangan
moral dan kejujuran dalam bertindak. Senada, Simons (2008) mendefinisikan integritas
sebagai konsistensi perilaku antara nilai-nilai yang dianut dan tindakan nyata, yang vital bagi
kepercayaan. Sementara itu, George (2003) melihat integritas sebagai fondasi karakter yang
kuat, meliputi tidak hanya kejujuran, tetapi juga keberanian untuk berbuat benar bahkan saat
tak ada yang mengawasi.

Berdasarkan berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa integritas bukan sekadar
konsep moral abstrak. la adalah pilar fundamental dalam membangun kepercayaan, baik
pada tingkat personal maupun organisasional. Kepercayaan ini sangat vital dalam pelayanan
publik, di mana akuntabilitas dan transparansi menjadi tuntutan utama. Lebih dari itu,
integritas mencakup konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, prinsip, dan hasil. Individu
yang berintegritas akan bertindak etis dan konsisten dalam segala situasi, bahkan tanpa
pengawasan. Dalam lingkup organisasi, ini menjadi landasan kuat bagi terbentuknya budaya
kerja yang sehat, profesional, dan akuntabel.

Simons (2008) menjelaskan bahwa integritas adalah perwujudan nilai, prinsip, metode,
dan tindakan dalam kepribadian seseorang. Integritas tidak hanya tentang kejujuran,
melainkan juga keberanian untuk berpegang teguh pada prinsip di tengah tekanan. Dalam
konteks sektor publik, Maesschalck dan Bertdék (2009) menambahkan bahwa integritas
sangat berkaitan dengan kepatuhan terhadap nilai etika, hukum, dan norma sosial, serta
merupakan hasil dari sistem dan budaya organisasi yang mendukung perilaku etis.

Pandangan George (2003) semakin mempertegas pentingnya integritas sebagai elemen kunci
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kepemimpinan yang efektif. Baginya, integritas adalah akar kepercayaan, dan kepercayaan
adalah dasar bagi setiap kepemimpinan yang sukses. Oleh karena itu, membangun dan
mempertahankan integritas sangatlah esensial, khususnya bagi pemimpin di organisasi
pelayanan publik.

Di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, menanamkan
integritas dalam pelayanan adalah hal yang sangat vital. Ini untuk menjamin kualitas dan
akuntabilitas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) serta
pelaksanaan penelitian dan pengkajiannya. Mengingat peran sentral Biro Hukum dan HAM
dalam mengoordinasikan dan memastikan kepatuhan terhadap asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik (UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 5), integritas diwujudkan
melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada kode etik profesi hukum
(Brown & Trevifio, 2006). Pimpinan dan staf Biro Hukum dan HAM harus memberikan
teladan dengan menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta menjunjung
tinggi nilai kejujuran dan etika kerja (Simons, 2008).

Tantangan terkait kurangnya kompetensi dan sikap pasif perangkat daerah
pemrakarsa dalam menyusun draf awal Ranpergub, serta minimnya pedoman dan
akses informasi, menjadikan integritas dalam penyusunan Ranpergub semakin krusial.
Strategi efektif lainnya adalah menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan tentang etika
dan integritas dalam penyusunan produk hukum bagi seluruh staf, agar nilai-nilai ini
mengakar kuat dalam budaya organisasi (Maesschalck & Bertdk, 2009). Selain itu, sistem
evaluasi kinerja yang objektif dan transparan terhadap proses penyusunan Ranpergub
dan hasil pengkajian dapat memastikan setiap individu bertanggung jawab atas perannya dan
berkontribusi pada pelayanan profesional (George, 2003). Dengan demikian, integritas tidak
hanya menjadi slogan, melainkan fondasi nyata dalam membangun kepercayaan stakeholder
terhadap kualitas Ranpergub yang dihasilkan.

Penguatan integritas di Biro Hukum dan HAM memerlukan pendekatan sistematis. Ini
dimulai dari seleksi personel yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga
karakter moral yang kuat (Brown & Trevifio, 2006). Selanjutnya, pelatihan etika profesi
dan integritas secara berkelanjutan perlu diadakan untuk memperkuat komitmen seluruh
anggota organisasi (Maesschalck & Bertdk, 2009). Pengembangan dan penerapan kode etik
serta standar perilaku yang jelas dalam penyusunan produk hukum harus diiringi

dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang transparan, guna
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menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan kondusif (Simons, 2008). Pemanfaatan
teknologi informasi, seperti e-book panduan penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur (Ranpergub), secara langsung mengatasi keterbatasan pedoman dan akses
informasi, serta meningkatkan transparansi dalam dokumentasi proses penyusunan produk
hukum dan evaluasi kinerja (George, 2003). Dengan strategi ini, Biro Hukum dan HAM
akan mampu menghasilkan produk hukum dan pelayanan yang tidak hanya profesional
tetapi juga sangat berintegritas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan
kualitas pelayanan hukum secara menyeluruh.

Pemimpin yang berintegritas memiliki karakteristik unik yang membedakannya,
mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip moral dan etika. Seperti dijelaskan dalam
berbagai literatur kepemimpinan etis (misalnya, Northouse, 2021), integritas kepemimpinan
melampaui sekadar kepatuhan pada aturan, mencakup karakter pribadi yang kokoh yang
dibentuk oleh berbagai sikap dan tindakan. Berikut adalah ciri-ciri pemimpin berintegritas:

1. Kejujuran: Seorang pemimpin berintegritas senantiasa jujur dan transparan, bahkan
ketika menghadapi situasi sulit atau tidak populer, misalnya saat harus
menyampaikan kendala atau hasil pengkajian Ranpergub yang mungkin tidak sesuai
harapan.

2. Konsistensi: Tindakan pemimpin selalu selaras dengan nilai dan prinsip yang
diucapkan dan disepakati, seperti konsisten dalam menerapkan standar baku
penyusunan Ranpergub berdasarkan e-book panduan.

3. Akuntabilitas: Pemimpin bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan
keputusan yang diambil, berani mengakui kesalahan, dan belajar dari setiap
pengalaman tersebut, contohnya dalam proses harmonisasi Ranpergub yang
melibatkan banyak pihak.

4. Keadilan: Pemimpin memperlakukan semua pihak secara adil, tanpa favoritisme
atau diskriminasi, termasuk dalam distribusi tugas penelitian dan pengkajian
Ranpergub di tengah beban kerja yang tinggi.

5. Rasa Hormat: Pemimpin menunjukkan penghargaan terhadap individu lain,
menghargai perbedaan pandangan, dan mendorong terciptanya lingkungan yang
inklusif, terutama saat berinteraksi dengan OPD pemrakarsa yang mungkin memiliki
pemahaman berbeda tentang teknis penyusunan.

6. Keberanian: Pemimpin berani membela kebenaran, bahkan saat menghadapi
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pertentangan atau kesulitan, misalnya dalam menegakkan kaidah penyusunan
Ranpergub yang tepat meskipun ada tekanan untuk mempercepat proses.

7. Kerendahan Hati: Pemimpin menyadari keterbatasannya dan proaktif mencari
masukan dari orang lain, menunjukkan kemauan untuk terus belajar dan
berkembang, termasuk menerima saran perbaikan dalam pemanfaatan e-book
panduan atau proses penyusunan Ranpergub secara keseluruhan.

Melihat integritas sebagai kompetensi manajerial dan sosial-kultural esensial bagi
seorang pemimpin, jelas bahwa ia bukan hanya fondasi kepribadian, tetapi juga elemen
krusial dalam membangun budaya organisasi yang sehat. Dalam konteks organisasi publik
seperti Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan, integritas harus
dibangun secara komprehensif, baik pada level individu maupun kolektif, terutama dalam
tim kerja Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur yang bertanggung jawab atas layanan
publik yang kompleks, termasuk penelitian dan pengkajian rancangan peraturan.

Integritas dalam tim adalah penentu utama terciptanya kepercayaan dan efektivitas
kerja antaranggota. Ketiadaan pedoman yang jelas, kurangnya acuan dalam merancang
draf awal Ranpergub, serta minimnya inisiatif koordinasi dari perangkat daerah
pemrakarsa menjadi tantangan yang dapat diatasi dengan integritas kuat. Tanpa penegakan
nilai integritas, koordinasi dan kolaborasi akan terhambat karena minimnya tingkat saling
percaya dan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan aksi perubahan yang
berfokus pada penggunaan e-book panduan penyusunan rancangan peraturan
gubernur, project leader memegang peran strategis. Tidak hanya dalam mencapai target
teknis perubahan, tetapi juga dalam menanamkan dan memperkuat integritas, baik sebagai
individu maupun sebagai pemimpin organisasi. Langkah-langkah konkret untuk
membangun integritas melalui aksi perubahan ini meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Tata Kelola yang Baik Project leader
bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan aksi perubahan terlaksana sesuai
rencana yang terstruktur, terukur, dan realistis. Sebagai inisiator, perancang,
sekaligus pelaksana, project leader wajib menjamin implementasi penggunaan e-
book panduan penyusunan Ranpergub berlangsung dengan prinsip tata kelola
yang transparan dan akuntabel. Hal ini krusial untuk meningkatkan kualitas
penelitian dan pengkajian di Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur, sekaligus

mengatasi masalah ketiadaan pedoman dan alur yang jelas.
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2.

Fokus pada Pencapaian Tujuan Aksi Perubahan Aksi perubahan ini berjalan
selaras dengan tugas dan fungsi utama jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam menyusun Ranpergub. Mengatasi keterbatasan anggaran dan waktu akibat
keterlambatan tindak lanjut dari perangkat daerah adalah fokus penting. Karena
itu, diperlukan strategi pengelolaan waktu dan penjadwalan kegiatan yang efektif
agar keduanya berjalan harmonis. Kedisiplinan, ketekunan, dan komitmen menjadi
kunci utama untuk memastikan tujuan aksi perubahan penggunaan e-book
panduan tercapai, sekaligus mendorong efisiensi dan mengurangi hambatan waktu.
Pembangunan Komunikasi Efektif dengan Tim dan Pemangku Kepentingan
Untuk mengintegrasikan penggunaan e-book panduan penyusunan Ranpergub
agar lebih responsif dan inklusif, komunikasi yang intensif dan efektif sangat
diperlukan. Ini melibatkan seluruh anggota tim Subbag Penyusunan Peraturan
Gubernur serta pemangku kepentingan terkait, seperti OPD pemrakarsa, Kanwil
Kemenkumham, atau instansi lain dalam proses harmonisasi. Pelibatan aktif
seluruh pihak sangat penting untuk mengatasi minimnya koordinasi dan
kurangnya pemahaman perangkat daerah pemrakarsa, mendukung ketersediaan
data dan informasi yang relevan untuk penelitian dan pengkajian, serta memastikan

panduan dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, penguatan integritas melalui aksi perubahan ini menjadi fondasi

penting dalam menciptakan sistem penelitian dan pengkajian Ranpergub yang profesional,

transparan, dan berorientasi pada kepuasan pimpinan serta masyarakat terhadap produk

hukum

ada.

daerah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjawab tantangan-tantangan yang

B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (T1) dalam pengelolaan pelayanan publik dapat

memberikan banyak manfaat, di antaranya:

1.

2
3
4.
5

Meningkatkan kualitas layanan;

Mempercepat proses pengambilan keputusan;

Meningkatkan aksesibilitas layanan;

Memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif;

Meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi; dan
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6. Mendekatkan antara pemberi layanan dengan penerima layanan.

Guna memastikan penggunaan T1 berjalan dengan efektif dan efisien, dibutuhkan tata
kelola teknologi informasi.Pemanfaatan Tl yang baik juga didukung oleh sumber daya
manusia dan semua elemen masyarakat sampai dengan pemberi layanan. Memberikan
pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap Pemerintah Daerah. Saat ini,
Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk menerapkan dan memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi dalam upaya mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi
tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan, seperti pengolahan data, pengelolaan
informasi, dan sistem manajemen. Dengan perkembangan teknologi informasi dan
penerapan konektivitas internet dalam tata kelola pemerintahan, diharapkan dapat mengatasi
berbagai persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan
jangkauan, dan penghematan biaya.

Pelayanan publik yang prima bukan hanya sekadar mengikuti tren global, melainkan
diarahkan untuk mewujudkan good governance, yang mencakup tata pemerintahan yang
baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi
informasi diharapkan dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada
masyarakat, sehingga langkah ini menjadi sangat strategis. Namun, dalam penerapannya,
tantangan akan selalu ada; diperlukan proses, waktu, dan tahapan yang berkesinambungan
untuk mencapai tujuan tersebut.

Penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik memberikan
peluang besar bagi pengembangan daerah. Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi
untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta
meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan dunia bisnis. Revolusi teknologi informasi
dan komunikasi menciptakan kesempatan bagi Pemerintah untuk melakukan inovasi dalam
pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) atau e-Government. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku
bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berperan penting dalam mendorong
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu,
sistem ini juga meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan

urusan dan tugas pemerintahan, dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas dan
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jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Penerapan SPBE juga diharapkan
dapat menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan, termasuk kolusi, korupsi, dan
nepotisme.

Salah satu contoh penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah
Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Dalam
Mendukung Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Pada
Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera
Selatan. Melalui E-Book ini, perangkat daerah pemrakarsa dapat mengakses panduan
lengkap penyusunan Ranpergub dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang langsung
ke Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan. E-book ini hadir sebagai inovasi yang
dapat menciptakan efisiensi waktu, mempermudah akses terhadap referensi dan kaidah
hukum, serta meningkatkan konsistensi dan kualitas draf awal Ranpergub. Perangkat daerah
hanya perlu memiliki akses perangkat digital yang terkoneksi dengan jaringan internet untuk

dapat memanfaatkan panduan ini secara optimal.

o

a8
\/’ 5
BOO

Welcome to

Panduan Lengkap
Menyusun Ranpergub
Lebih Mudah Lebih
Terarah

E-Book Panduan Penyusunan Ranpergub — Solusi Cerdas
Menyusun Ranpergub yang Terstruktur

=2 panduanranpergub.gtc18.com e

Gambar 2.1 E-Book Panduan Penyusunan Ranpergub
C. Pengelolaan Tim
Pengelolaan tim dalam pelaksanaan aksi perubahan pada Subbag Penyusunan
Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan adalah
faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan inovasi, khususnya dalam proyek
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penggunaan e-book panduan penyusunan rancangan peraturan gubernur untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penelitian serta pengkajian. Dalam
perspektif manajemen organisasi, pengelolaan tim bukan sekadar pengaturan tugas, tetapi
juga strategi membangun jaringan kerja dan kolaborasi yang didasarkan pada kepercayaan,
kesamaan tujuan, dan komitmen kolektif terhadap perubahan.

Membangun jaringan kerja dan kolaborasi pada dasarnya adalah proses membentuk
komunikasi strategis yang melibatkan pertukaran ide, informasi, dan sumber daya antarpihak
untuk keuntungan bersama. Di konteks Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur, kolaborasi
tidak hanya melibatkan internal Biro Hukum dan HAM (seperti Kepala Biro atau Kepala
Bagian Peraturan Perundang-undangan), tetapi juga pihak eksternal, termasuk Perangkat
Daerah pemrakarsa Ranpergub, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
serta para pakar atau akademisi hukum yang relevan dalam penelitian dan pengkajian.
Mengatasi permasalahan koordinasi antar instansi dan kurangnya inisiatif dari
perangkat daerah pemrakarsa menjadi fokus utama kolaborasi ini. Untuk
mengoptimalkan kolaborasi ini, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi:

a. Keterlibatan dua pihak atau lebih, baik institusi maupun organisasi, yang saling
melengkapi.

Kesamaan visi dalam peningkatan mutu penyusunan Ranpergub dan hasil pengkajian.
Adanya kesepakatan formal atau informal mengenai ruang lingkup kerja sama.

o o T

Fondasi kepercayaan dan kebutuhan timbal balik.
e. Komitmen kolektif untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang, yaitu menghasilkan
produk hukum yang berkualitas dan efektif.

Tujuan strategis dalam membangun jaringan kerja dan kolaborasi di Subbag
Penyusunan Peraturan Gubernur meliputi: a) Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan
dalam penyusunan, penelitian, dan pengkajian Ranpergub, sehingga tumbuh rasa
memiliki dan tanggung jawab Kkolektif atas keberhasilan produk hukum, sekaligus
mengurangi sikap pasif dari perangkat daerah. b) Peningkatan mutu dan relevansi e-book
panduan penyusunan Ranpergub, dicapai melalui sinergi ide, pertukaran praktik terbaik,
serta penyesuaian panduan dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang
berkembang pesat. Ini juga menjawab kebutuhan akan acuan yang jelas.

Dalam membentuk tim yang efektif untuk mendukung aksi perubahan penggunaan e-
book panduan di Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur, beberapa prinsip penting harus
diperhatikan:
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Kesamaan visi, misi, dan tujuan dalam penyusunan Ranpergub yang berkualitas.
Landasan saling percaya antarpihak yang terlibat.
Prinsip saling menguntungkan dalam pengembangan kompetensi dan efektivitas kerja,
terutama untuk mengatasi rendahnya kompetensi SDM di perangkat daerah
pemrakarsa.
Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja antarunit dalam proses penyusunan
Ranpergub.
Komunikasi yang terbuka dan timbal balik terkait pemanfaatan dan pengembangan e-
book, yang krusial untuk mengatasi minimnya koordinasi dan akses data/informasi.
Komitmen kuat untuk mendukung perubahan yang diinisiasi melalui penggunaan e-
book panduan.

Implementasi proyek perubahan, khususnya melalui penggunaan e-book panduan

penyusunan Ranpergub, akan mengubah sistem kerja, alur penelitian dan pengkajian, serta

pemanfaatan perangkat digital. Hal ini menuntut penyesuaian kompetensi bagi pegawai

Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur dan perangkat daerah pemrakarsa yang terlibat

langsung maupun tidak langsung. Mengatasi kekurangan kuantitas pegawai dan

rendahnya kompetensi SDM menjadi prioritas. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi

kebutuhan kompetensi baru yang relevan dengan sistem ini, baik dari aspek teknis (misalnya

kemampuan mengakses, menavigasi, dan menerapkan informasi dari e-book) maupun

nonteknis (misalnya kemampuan komunikasi efektif dalam koordinasi).

Strategi pengembangan kompetensi yang dapat diterapkan meliputi:

Pelatihan teknis internal mengenai penggunaan e-book panduan penyusunan
Ranpergub secara klasikal, difasilitasi oleh tim pengembang IT Setda Provinsi
Sumatera Selatan yang kompeten atau staf Subbag yang sudah mabhir. Ini secara
langsung mengatasi minimnya program pelatihan.

Pertemuan lintas Subbag/Bagian di Biro Hukum dan HAM untuk menyelaraskan
pemahaman tentang prosedur kerja baru terkait pemanfaatan e-book.

Pendampingan atau coaching secara berkala selama fase transisi penggunaan e-book,
mendukung peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Penyusunan Petunjuk Teknis dan SOP baru mengenai penggunaan e-book yang
disosialisasikan secara sistematis agar mudah diadopsi oleh seluruh unit Kerja,

mengatasi ketiadaan pedoman yang jelas.
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o Evaluasi pascapelatihan untuk mengukur pemahaman dan kesiapan implementasi e-
book di lapangan.

Selain keterlibatan internal, peran pemangku kepentingan eksternal seperti Perangkat
Daerah pemrakarsa Ranpergub dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
sangat vital untuk keberlanjutan aksi perubahan ini. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas
manfaat e-book panduan, tetapi juga memperkuat posisi Biro Hukum dan HAM sebagai
pusat pengembangan produk hukum yang modern, adaptif, dan responsif terhadap tantangan
zaman. Penggunaan e-book akan membantu Perangkat Daerah pemrakarsa dalam
menyusun draf awal yang lebih berkualitas, mengurangi beban Biro Hukum dan HAM, dan
meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Setiap aksi perubahan, khususnya yang
berbasis inovasi sistem atau teknologi, selalu menimbulkan kebutuhan akan kompetensi
baru. Kompetensi ini harus dikuasai oleh semua pihak yang terdampak, baik langsung
maupun tidak langsung, termasuk pegawai unit kerja terkait dan mitra eksternal yang
berinteraksi dengan sistem atau layanan hasil inovasi. Oleh karena itu, identifikasi pihak
yang terdampak, jenis kompetensi yang dibutuhkan, serta strategi pengembangannya

menjadi bagian integral dari proses manajemen perubahan.

Eksternal

Gambar 2.2. Jejaring Kerja Tim Efektif
(Visualisasi jejaring kerja akan tetap sama, dengan label 'Internal’ mewakili Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur
dan seluruh Biro Hukum dan HAM, dan 'Eksternal’ mewakili PD pemrakarsa, Kanwil Kemenkumham, Akademisi/Pakar,
dil.)

Strategi pengembangan kompetensi, yang merangkum pihak terdampak internal dan
eksternal di lingkungan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan,
disajikan pada Tabel 2.1. Untuk pihak internal, yang mencakup Kepala Biro Hukum dan
HAM, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, dan Kepala Subbag
Penyusunan Peraturan Gubernur, dibutuhkan peningkatan kemampuan dalam
mengimplementasikan dan mengoptimalkan penggunaan e-book panduan dalam
proses penelitian dan pengkajian Ranpergub, menyiapkan sarana dan prasarana yang
diperlukan (akses e-book), serta melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan.
Pengembangan kompetensi bagi internal dapat dilakukan melalui bimbingan teknis
(klasikal), belajar mandiri, serta sosialisasi (non-klasikal). Ini secara langsung mengatasi

kekurangan kuantitas dan kompetensi SDM yang ada.
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Sementara itu, pihak eksternal, meliputi PD pemrakarsa Ranpergub di tingkat

Provinsi juga memerlukan peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan e-book. Ini

termasuk kemampuan memahami standar penyusunan Ranpergub berdasarkan panduan

tersebut, serta kemampuan menyiapkan data dan informasi yang relevan untuk penelitian

dan pengkajian. Metode pengembangan kompetensi bagi eksternal juga melibatkan

bimbingan teknis (misalnya saat koordinasi harmonisasi Ranpergub), belajar mandiri (akses

e-book secara independen), serta sosialisasi (klasikal). Melalui pendekatan ini, diharapkan

kapabilitas kedua kelompok pemangku kepentingan tersebut meningkat, sehingga proses

penyusunan Ranpergub dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan sesuai target yang

diharapkan, sekaligus mengurangi beban Biro Hukum dan HAM akibat draf awal yang

belum berkualitas.

Stakeholder Internal:

= Kepala Biro Hukum
dan HAM Setda Prov.
Sumsel

= Kepala Bagian
Peraturan Perundang-
undangan

= Kepala Subbag
Penyusunan Peraturan
Gubernur

Stakeholder Eksternal:

=ppD Pemrakarsa
Ranpergub

= Kanwil
Kemenkumham

Tabel 2. Strategi Pengembangan Kompetensi

= Kemampuan mengakses dan
memanfaatkan  e-book  panduan
penyusunan Ranpergub untuk
penelitian dan pengkajian

= Kemampuan  mengimplementasikan
kaidah penyusunan dalam panduan
untuk memastikan kualitas Ranpergub.
= Kemampuan menyiapkan sarana dan
prasarana  pendukung  (misalnya
perangkat akses digital).

= Kemampuan melaksanakan kegiatan
sesuai rencana aksi perubahan,
termasuk optimalisasi waktu.

= Kemampuan  memahami  standar
penyusunan Ranpergub berdasarkan
panduan e-book

= Kemampuan menyiapkan
data/informasi yang relevan dan
lengkap  untuk  penelitian &
pengkajian.

= Kemampuan berkoordinasi  secara
proaktif dan efektif terkait substansi
Ranpergub.

Kompetensi (Klasikal / Non-Klasikal)

= Bimbingan Teknis (penggunaan e-book
& teknis Ranpergub)

= Belajar Mandiri (explorasi e-book,
regulasi)

= Sosialisasi (manfaat e-book, alur kerja
baru)

= Bimbingan Teknis (saat koordinasi awal
& pembahasan)

= Belajar Mandiri (akses e-book secara
mandiri)

= Sosialisasi (pengenalan e-book,
pentingnya draf berkualitas)
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BAB I11
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

Capaian dan Perbaikan Kinerja Organisasi

Meningkatkan kinerja pelayanan organisasi khususnya dalam kualitas pelayanan

publik merlukan pendekatan sistematis dan terukur mengingat tahapan dalam mencapai

rencana aksi perubahan dibatasi waktu yang sangat singkat, dalam hal ini Project Leader

dituntut untuk dapat memaksimalkan waktu yang ada dalam mencapai seluruh tahapan

dalam aksi perubahan. Berikut adalah tahapan yang dapat direalisasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Tahapan Aksi Perubahan

No Mlles.tone/ Tahapan Kegiatan Evidence/ output Waktu | Realisasi
Kegiatan
JANGKA PENDEK
A. TAHAP PERSIAPAN
1 Melaksanakan 1. Menemui dan 1. Surat Dukungan 8 Mei 2025 | Sesuai
koordinasi dan menghadap mentor 2. Laporan hasil konsultasi Rencan
konsultasi 2. Meminta dukungan (arahan) a
dengan mentor mentor 3. Foto/Video
3. Meminta arahan
mentor
2. | Membentuk 1. Menyusun daftar tim | 1. Daftar Tim Efektif 8 Mei Sesuai
Tim Efektif efektif 2. Draft Keputusan Tim 2025 Rencan
2. Menyampaikan daftar Efektif a
Aksi Perubahan kepada mentor 3.SK  Keputusan Tim
3. Menyampaikan dan Efektif
meminta persetujuan | 4. Foto/Video
kepala Biro
3. | Melaksanakan 1. Membuat surat 1. Surat undangan 9 Mei Sesuai
rapat tim efektif undangan, daftar hadir | 2. Daftar Hadir 2025 Rencan
dan bahan rapat 3. Bahan rapat a
2. Membagikan surat | 4 Notulen rapat
undangan 5. Foto / Video
3. Melaksanakan rapat
B. TAHAP PELAKSANAAN
1. | Membuat 1. Merencanakan konten 1. Dokumen Rencana Sesuai
Perencanaan apa saja yang akan Aksi: Dokumen | 12- 13 Mei | Rencan
dan Penyusunan dimuat dalam e-book, perencanaan  yang | 2025 a
Rencana Aksi termasuk bahan-bahan menjelaskan tujuan,
yang harus disiapkan sasaran, langkah-
langkah yang akan
diambil, serta
indikator pencapaian
yang jelas.
2. Daftar Konten: Daftar
topik atau bab yang
akan dimuat dalam e-
book
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3. Alur Kerja:
Diagram atau alur
kerja yang
menggambarkan
tahapan pengerjaan
e-book, mulai dari
pengumpulan materi
hingga distribusi
Melaksanakan rapat 4. Surat undangan 14 Mei
bersama stakeholder 5. Daftar Hadir 2025
terkait 6. Bahan rapat
7. Notulen rapat
8. Foto/ Video
Pembuatan Mengetik dan 1. Kata Pengantar dan | 15 Mei Sesuai
materi/isi e- Membuat Kata daftar isi yang telah | 2025 -13 | Rencan
book Pengantar dan Daftar isi selesai disusun Juni 2025 | a
Membuat template sk | 2- Template SK Tim
tim, konsepsi, konsepsu. ranpergub
ranpergub 3. PowerPomt
Membuat materi terkait Presentasi (PPT)
proses penyusunan 4. Dokumen Hukum
Ranpergub serta dan Peraturan Terkait
pembuatan legal
drafting Ranpergub ke
dalam bentuk ppt
Mengumpulkan bahan-
bahan untuk mengisi e-
book panduan
Desain dan Mendesain layout e-| 1. Gambar  atau 16-25 Sesuai
Pengembangan book agar mudah prototipe awal dari | Juni 2025 | Rencan
E- Book dibaca, profesional, dan desain layout e-book a
sesuai dengan tema. Hal yang mencakup tata
ini mencakup pemilihan letak, warna, font,
font, gambar, dan tata dan elemen visual.
letak.
Penyuntingan Konten: | 2. E-book yang telah
Memastikan e-book melalui proses
bebas dari kesalahan penyuntingan dan
ketik,  ketidaksesuaian siap dipublikasikan.
informasi, dan format
yang tidak konsisten.
3. Fotol/video
Penyusunan Menyusun materi sesuai | 1. Dokumen yang berisi | 19 — 20 Sesuai
Materi dengan struktur yang rincian materi yang | Juni 2025 | Rencan
telah ditentukan dalam dimasukkan dalam e- a
rencana ke dalam e- book
book dan memastikan | 2. Foto/video

informasi yang disajikan
jelas, lengkap, dan
mudah dipahami.
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5. | Penyebarluasan | 1. Mempersiapkan 1. QR Code 25 Juni Sesuai
dan Publikasi Platform penyebaran e- 2025 Rencan
book melalui QR a
Code.
Melakukan  sosialisasi 5 Und
kepada pihak terkait | < n angan_ 26 Juni
tentang keberadaan e- | 3. Daftar hadir 2025
book dan bagaimana | 3. Foto/ video
cara mengaksesnya.
C. TAHAP EVALUASI
1. | Evaluasi Evaluasi Pencapaian: [Foto/video 4 Juli 2025 | Sesuai
Mengukur sejauh mana e- |Kuesioner atau google form Rencan
book telah disebarluaskan a
dan digunakan oleh
pihak yang dituju.
No l\}/l(lles.tc:ne/ Tahapan Kegiatan Evidence/ Waktu | Realisasi
egiatan output
1. | JANGKA 1. Mengimplementasikan  e-book 6 bulan-12 -
MENENGAH panduan secara aktif dalam bulan
proses penelitian dan pengkajian
Ranpergub di seluruh perangkat
daerah pemrakarsa.
2. Meningkatnya kualitas hasil
kajian melalui penerapan
panduan yang lebih sistematis
dan seragam.
No MKIIES.K;nEI Tahapan Kegiatan Evidence/ Waktu | Realisasi
egiatan output
1. | JANGKA 1. Terwujudnya kinerja Subbagian 12 bulan -
PANJANG Penyusunan Peraturan Gubernur - 24 bulan
melalui digitalisasi dan
pembakuan proses kerja secara
optimal

Adapun penjelasan dari tahapan kegiatan pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Mentor dan Coach dan Mentor

Pada Tanggal 7 Mei 2025, setelah seminar rancangan aksi perubahan, dilaksanakan

evaluasi dan pembahasan hasil seminar Rancangan Aksi Perubahan dengan Coach

sebagai pembimbing, Kami diberikan pengarah oleh pembimbing terkait solusi yang

menjadi pertanyaan dari penguji, dan tahap- tahapan dalam pelaksanaan dari

implementasi aksi perubahan.
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3 SYNCHP AGENDA 11
PKP AN" YUN 2025

Gambar 3.1 Arahan dari Coach secara langsung dan via zoom

Setelah kembali ke kantor dan memasuki tahapan Off Campus, tahap awal melapor
dan menjelaskan kegiatan kepada Mentor dengan menyampaikan Surat dari Kepala
BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800.2.4.1/1652/BPSDMD/V/2025 tanggal
6 Mei 2025 perihal Tahap Implementasi Aksi Perubahan (Off Campus) PKP Angkatan
I, 11 & Il Provinsi Sumsel Tahun 2025, sekaligus mohon dukungan kepada mentor

dalam pelaksanaan aksi perubahan. (Minggu ke-ll Mei 2025).

Gambar 3.2 Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor

Selain dukungan mentor, Project leader juga melaporkan hasil seminar Rancangan
Aksi Perubahan kepada Bapak Dedi Harapan , SH.,SE.,M.Si., C.MSP selaku Kepala
Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel dan sekaligus memohon dukungan dalam
pelaksanaan aksi perubahan. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
sangat antusias dan mendukung penuh terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan
oleh project leader, sebab inovasi ini saat sangat membantu kinerja pelayanan dalam

meningkatkan kualitas layanan publik yang diselanggarakan oleh Biro Hukum dan
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HAM Setda Provinsi Sumsel. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
maupun Mentor memberikan arahan, saran dan masuk bagi project leader dalam
melakanakan tahapan kegiatan jangka pendek agar kegiatan tersebut dapat tercapai

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pembentukan Tim Efektif.

Keberhasilan dari aksi perubahan selain adanya dukungan stakeholder maupun
mentor juga dipengaruhi oleh Tim efektif, oleh sebab itu project leader berkonsultasi
dengan mentor tentang pihak-pihak yang akan dilibatkan sebagai tim efektif dalam
mendukung aksi perubahan melalui Draf SK Tim Efektif Aksi Perubahan yang
dilaksanakan pada Minggu ke Il. Draf SK yang dikoreksi oleh mentor,diperbaiki dan
diprint sebanyak 2 rangkap, kemudian diparaf oleh Mentor selaku Kabag Peraturan
Perundang-undangan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Sumsel. Tim Efektif berdasarkan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala
Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel Nomor : 1724/ KPTS/11/2025 tanggal 8
Mei o | 2025.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rival No. 3 F Provinsi 8ol
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-malil : qo.ld T WWw, go.ld

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 1324 /KPTS/11/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENQGUNAAN £-BOOK
PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DALAM
MENDUKUNG EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENELITIAN DAN

PENGKAJIAN PADA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR

BIRO HUKUM DAN HAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala BPSDMD tanggal 6 Mei
2025 Nomor 800.2.4.1/1652/BPSDMD/V /2025 hal Tahap
Implementasi Aksi Perubahan (off campus) PKP Angkatan
LI dan 1l Provinsi Sumsel Tahun 2025, tahapan
implementasi Aksi Perubahan (Off Campus) dilaksanakan
pada tanggal 08 Mei s.d 07 Juli 2025 maka perlu dibentuk
tim agar aksi perubahan dapat terealisasi sesuani milestone
yang direncanakan;

2

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro
Hukum dan HAM tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi
Perubahan Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur Dalam Mendukung
Efisiensi dan Efektifitas Pelaksananan Penelitian Dan
Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan Peraturan
Gubernur Biro Hukum Dan Ham Provinsi Sumatera
Selatan;

Mengingat : 1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 890/0724/BPSDMD/V/2025 Perihal Pamanggilan
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 11 &
11 (BLUD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

. Surat Tugas Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi

Sumsel:900/ST/11/2025, Tanggal 5 Maret 2025 untuk

mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang

dimulai dari tanggal 10 Maret 2025 s.d 10 Juli 2025

5]
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Penggunaan E-Book
Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
Dalam Me g Efisi i dan
P iti dan P kaji Pada Subbagi y mnan
Peraturan  Gubernur  Biro Hukum dan Ham Provinsi
S ra e su dan
sebagai berikut :
a. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan HAM Sctda
F a
b. Ketua : Kepala Bagian Peraturan
Per Biro H
dan HAM Sectda Provinsi Sumatera
Selatan
c. Sekretaris : Kasubbag Penyusunan Peraturan
Gubernur Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera Selatan

d. Anggota
1. Amin Farsi, S.Kom (Staf pada
Subbag Penyusunan Peraturan
Gubernur Biro Hukum Setda
insi St
2. M. Liyan Stefyansyah, SH (Staf
pada Subbag Penyusunan
Peraturan Gubernur Biro
Setda Provinsi Su

Selatan)

Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi bersama dalam rangka

aksi per

b. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan
Aksi Perubahan;

c. mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna
(perangkat daerah pemrakarsa) terkait proses penelitian
dan ji dalam peny r
gubernur yang akan dihimpun dalam e-book;

d. menentukan ruang lingkup dan struktur konten e-book
panduan serta sumber-sumber informasi yang relevan
untuk dimasukkan ke dalam e-book;

e. menyusun dan menulis konten e-book secara jelas,
ri dan dah di i oleh 3

B

menyunting dan goreksi kah book untuk
memastikan akurasi dan tata bahasa yang baik;
melakukan validasi konten e-book kepada pihak-pihak
terkait;

. mengumpulkan umpan balik dari calon pengguna terkait

draft e-book;

melakukan revisi dan perbaikan konten  e-book
berdasarkan hasil validasi dan umpan balik;
memfinalisasi versi akhir e-book;

. melaksanakan rapat dan sosialisasi; dan

laporkan pelal kegi kepada Kepala Biro

Hukum dan HAM Sekretariat Dacrah Provinsi Sumatera
Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan terlaksananya aksi perubahan ini, dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Tembusan :

Ditetapkan di Palemb
pada tanggal 8  Mei 2025
a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b.
KEPALA BIRO M DAN HAM,

DEDI HARAPAN, SH, SE, M.Si, C.MSP
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPSDMD Provinsi Sumsel di Palembang

Gambar 3.3 Surat Keputusan Tim Efektif
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3. Rapat Bersama Tim Efektif

Setelah Tim Efektif ditetapkan, maka urutan kegiatan ketiga adalah rapat bersama
dengan Tim Efektif yang dihadiri oleh Mentor dan Tim Efektif yang terlibat dalam aksi
perubahan diruang Kabag Peraturan Perundang-undangan. Adapun output dari rapat
bersama Tim Efektif dalam rangka pembahasan uraian tugas dari setiap anggota yang
terlibat dalam Tim efektif dalam mendukung tercapainya aksi perubahan yang
dirancang oleh project leader. Adapun keluaran hasil dari rapat tim adalah surat
undangan Rapat, daftar hadir Peserta rapat, bahan rapat, notulen rapat dan foto

dokumentasi rapat.

PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN e
SEKRETARIAT DAERAH RAPAT AWALI PERSIAPAN AKS| PERUBAHAN
Jalan Kapten A Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimd : (0711) 367483 Kode Pos 30120
E-mail selprov ok L
DAFTAR HADIR
Palembang, 8 Mol 2025
Kepada : Acara Al Persagan Aks Perubahan
Nomor @ /2025 Yth.  Tim Efektif Aksi Perubahan fope
Sifat : Biasa Diklat PKP Angkatan Il Hari Tanggal : Jumat /9 Mei 2025
Lampiran  : 1 lembar Subbag Penyusunan Ranpergub
Hal : Undangan Rapat Biro Hukum dan HAM Viakty 10WB s.d selesai
di
Palembang Tempat - Ruang Kabag Peratan Penndang undangen
Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda W ™ ABATANDALAN T | TANDAT!
Provinsi Sumsel nomor: 1724/KPTS/I2025 tanggal 8 mei 2025
tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Diklat PKP 1. DedHaapan SH SEMSLCMSP | Perargeng Jowa

Angkatan Il a.n Rismadianty, SH.M.Si dengan judul ‘Penggunaan

E-Book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubornur e i
Dalam Mendukung Efisiensi Dan Efokifitas Polaksanaan P [S— S

Penclitian Dan Pengkajian Pada Subbagian Penyusunan
Peraturan Gubernur Biro Hukum Dan Ham Setda Provinsi 4. | AminFasi SKom hrgts
Sumsol", dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada

tft
rapat pembentukan dan penetapan Tim Efektf, yang akan 5. | W LyenSenseh S Hoggia %
diaksanakan pada

Hari / Tanggal : Jumat /9 Mei 2025

haman don ompelens: ASN Gaam peyusunan rancangan

Denyusunan rancangan peraturan gubemur yang lebh cesal,

> s
Wakty  :10.00 WIB sd selesai KEPALA 3RO HUKLY DN HAM seratsan
Tempat  : Ruang Kabag Peraturan Perundang-undangan SETDAPROVS) 4 Pembagian Perandan Tanggung Jewab Tim
* Keaa Tm memaparian stukur Um eleisf dan mengusukan pembagan peran awal
Acara + Rapat Awal/ Persiapan Aksi Perubahan bordasarkan kashian dan pengelaman mesieg sasing gy
 Pemsaganpean i dsepska e s a0
Demikian disampaikan, atas pehatian dan kerjasamanya 5 Penyusunan Rescana Kera Awal
diucapkan terima kasih. m&ﬂm&mmﬂmum o)
KEPALA BIRO HUKUM DAN NPAHSITAGTIO " T
/ SETDA PROVINSI S| 4 & Ragot awal tim efektf teish beasi diaksanaian dzngan bak Seksuh 3ngzcta Sm memils
> pemanaman Per
(_3 \ t270gung jowab eih dietapkan, sefa rencans kedd awal leh dsepatal ki segers
Ve cssnsan

\"‘o DUMARAPAY, SH. SE. .51, CMSP
\” PEMBINATK.A (IVib)

“NiE1978090720070110

Gambar 3.4 Surat Undangan, daftar hadir dan notulen

[y WITTITR

S (M

ST

Gambar 3.5 Foto Kegiatan Rapat Tim Efektif




4.

Membuat Perencanaan dan Penyusunan Rencana Aksi

Kegiatan ini dimulai dengan fase perencanaan konten dan penyusunan dokumen

aksi yang komprehensif, diikuti dengan rapat koordinasi bersama pemangku

kepentingan untuk memastikan keselarasan dan dukungan.

a.

Merencanakan Konten dan Menyusun Rencana Aksi (Minggu ke-111 bulan
Mei 2025)

Pada tahap awal ini, fokus utama adalah merancang kerangka e-book secara
detail dan menyusun dokumen perencanaan proyek. Tim akan memulai dengan
brainstorming mendalam untuk menentukan konten-konten utama apa saja yang
esensial untuk dimuat dalam e-book. Hal ini mencakup identifikasi bab-bab, sub-
bab, hingga poin-poin kunci yang perlu dibahas.

Setelah daftar konten awal terbentuk, tim akan segera bergerak untuk
mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan pendukung yang diperlukan. Ini
bisa berupa data, studi kasus, referensi literatur, gambar, infografis, atau materi
visual lainnya yang akan memperkaya isi e-book. Proses ini akan memastikan
ketersediaan bahan sebelum proses penulisan dimulai.

Secara paralel, tim akan menyusun Dokumen Rencana Aksi. Dokumen ini
akan menjadi panduan utama proyek, berisi tujuan yang jelas mengapa e-book ini
dibuat, sasaran yang terukur untuk pencapaiannya, langkah-langkah detail yang
akan diambil dari awal hingga akhir, serta indikator pencapaian yang jelas untuk
memantau progres. Dokumen ini juga akan mencakup Daftar Konten akhir yang
telah disepakati dan Alur Kerja proyek berupa diagram atau bagan yang
menggambarkan setiap tahapan pengerjaan e-book, mulai dari pengumpulan

materi, penulisan, penyuntingan, desain, hingga strategi distribusinya nanti.

Dokumen Aksi Perubahan
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MMingpu ke-TIT Mei 2025
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r Konren e-book
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Melaksanakan Rapat Bersama Pemangku Kepentingan (Minggu Ke-111 Mei
2025)

Setelah Dokumen Rencana Aksi dan daftar konten awal selesai disusun,
langkah selanjutnya adalah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan terkait. Rapat ini bertujuan untuk menyosialisasikan
rencana yang telah disusun, mendapatkan masukan, dan memperoleh persetujuan
serta komitmen dukungan dari semua pihak.

Sebelum rapat, tim akan mempersiapkan surat undangan resmi yang akan
dikirimkan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, bahan rapat yang berisi
ringkasan Dokumen Rencana Aksi, daftar konten, dan alur kerja akan disiapkan
agar dapat dibagikan kepada peserta.

Selama rapat berlangsung, akan disiapkan daftar hadir untuk mencatat
kehadiran peserta. Tim juga akan mendokumentasikan jalannya rapat secara
menyeluruh dalam bentuk notulen rapat, yang mencakup poin-poin pembahasan,
keputusan yang diambil, serta tindak lanjut yang disepakati. Penting juga untuk
melakukan dokumentasi visual berupa foto atau video kegiatan rapat sebagai bukti
pelaksanaan dan arsip.

Dengan selesainya tahap rapat ini, diharapkan semua pemangku kepentingan
memiliki pemahaman yang sama, memberikan persetujuan, dan berkomitmen
untuk mendukung pelaksanaan proyek pembuatan e-book ini ke depannya.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A Rival No. 3 Palem! era Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimil : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mall  sumsel@sumselprov.qo.ig Website : www. sumselprov.go.id

Palembang, 14 Mei 2025

Kepada

Nomor 1790 MI2025 Yth.  Perangkat Daerah
Sifat Biasa Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran 1 lembar di
Hal Undangan Rapat Palembang
Sehubt akan Panduan P
Rancangan Peraturan Gubernur dalam bentuk e-book oleh Biro
Hukum dan HAM guna proses n

rancangan Peraturan Gubernur di Provinsi®, dengan ini kami

mengundang saudara untuk hadir pada

Hari/ Tanggal : Rabu/ 14 Mei 2025

Waktu 08.00 WIB s.d selesai

Tempat Ruang Rapat Bina Praja Setda Provinsi Sumsel

Acara Rapat koordinasi dalam menyusun materi E-Book
Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur

Demikian disampaikan, atas pehatien dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.
KEPALA BIRO HUI HAM
SETDA PROVIN; EL,
( i

\pEDL prm,wsn..ss..usi..c.usp
 PEMBINA TK/| (IV/b)
4 1978090720070110

DAFTAR HADIR

Rapat koordinasi dalam menyusun materi E-Book Pandua

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
i Tanggal | Rabuf 14 Mei 2025

Waktu 09.00 WIB s.d selesai

Tempat Ruang Rapat Bina Praja Setda Provinsi Sumsel
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5.

Gambar 3.7 Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Foto
Pembuatan materi/isi e-book (Minggu ke-1V bulan Mei s/d Minggu ke- 11
bulan Juni 2025)

Proses pembuatan materi dan isi e-book ini akan fokus pada penyusunan
elemen pembuka, perancangan template dokumen  pendukung,
pengembangan materi presentasi, dan pengumpulan bahan hukum yang
relevan. Tahapan ini krusial untuk membangun fondasi isi e-book yang
komprehensif dan akurat. Pada tahap ini, tim akan mulai menyusun materi sesuai
dengan struktur yang telah ditentukan dalam rencana aksi dan daftar isi e-book.
Setiap bab dan sub-bab akan diisi dengan informasi yang relevan dan telah
diverifikasi dari berbagai sumber yang terkumpul sebelumnya.

Penyusunan ini akan dilakukan dengan prinsip kejelasan, kelengkapan, dan
kemudahan pemahaman. Artinya, setiap kalimat, paragraf, hingga bagian besar
konten harus ditulis dengan bahasa yang lugas dan tidak ambigu. Tim akan
memastikan semua data, fakta, dan konsep disajikan secara akurat dan tidak ada
informasi penting yang terlewatkan. Selain itu, penggunaan gaya bahasa akan
disesuaikan agar mudah dicerna oleh target pembaca e-book. Jika ada konsep
kompleks, tim akan berupaya menyederhanakannya melalui contoh, analogi, atau
ilustrasi yang relevan.

Proses ini juga mencakup integrasi semua bahan pendukung seperti
dokumen hukum, peraturan, contoh produk hukum, hingga materi presentasi yang

48



telah dibuat sebelumnya. Ini bukan sekadar memindahkan teks, melainkan
mengolahnya menjadi narasi yang kohesif dan mengalir. Setiap bagian akan
ditinjau untuk memastikan konsistensi informasi dan kesinambungan alur
pembahasan antar bab.

Output dari tahapan ini adalah dokumen draf e-book yang berisi rincian
materi lengkap, tertata rapi sesuai struktur, dan siap untuk tahap penyuntingan dan
desain selanjutnya. Dokumen ini menjadi inti dari e-book yang sedang
dikembangkan, mewakili kompilasi informasi yang telah disiapkan dengan cermat.
a. Penulisan Kata Pengantar dan Daftar Isi

Proses ini dengan menuliskan Kata Pengantar dan menyusun Daftar
Isi. Kata Pengantar akan dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang
tujuan e-book, manfaat yang bisa didapat pembaca, serta ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang berkontribusi. Setelah itu, tim akan menyusun
Daftar Isi yang sistematis dan logis. Daftar isi ini akan mencakup semua bab
dan sub-bab yang direncanakan, memastikan alur informasi yang mudah
diikuti oleh pembaca. Output dari tahap ini adalah Kata Pengantar dan
daftar isi yang telah selesai disusun, siap menjadi gerbang utama menuju
konten e-book.

b. Pembuatan Template Dokumen Pendukung

Selanjutnya, tim akan berfokus pada pembuatan template dokumen-
dokumen penting yang terkait dengan proses penyusunan Ranpergub. Ini
meliputi Template SK Tim Konsepsi, Template Konsepsi itu sendiri,
Template Ranpergub, dan Contoh Surat terkait. Template-template ini akan
menjadi panduan standar yang memudahkan proses administrasi dan legal
drafting nantinya. Output yang diharapkan adalah template SK Tim
konsepsi, ranpergub, dan contoh surat yang siap digunakan.

c. Pengembangan Materi Presentasi Proses Penyusunan Ranpergub

Pada tahap ini, materi terkait proses penyusunan Ranpergub serta
pembuatan legal drafting Ranpergub akan diubah ke dalam format
presentasi. Tim akan merancang PowerPoint Presentasi (PPT) yang jelas,
ringkas, dan informatif, yang dapat digunakan sebagai media edukasi atau

sosialisasi. Presentasi ini akan memvisualisasikan tahapan-tahapan penting
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dalam proses legislasi. Kemudian PPT tersebut di tuangkan kedalam bentuk/
format buku yang kemudian diubah menjadi E-Book sehingga mudah diakses
siapa saja dan dimana saja.
d. Pengumpulan Bahan-Bahan Pendukung E-book Panduan

Sebelum konten utama ditulis, langkah krusial adalah mengumpulkan
semua bahan-bahan yang diperlukan untuk mengisi e-book panduan. Ini
termasuk dokumen hukum, peraturan terkait, dan referensi lain yang akan
memperkaya dan mendukung informasi dalam e-book. Pengumpulan bahan ini
memastikan bahwa konten yang disajikan akurat, komprehensif, dan relevan.
Output dari tahap ini adalah Dokumen Hukum dan Peraturan Terkait yang
sudah terkumpul.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI
Puji sykur kani panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Naha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya HALANAN TU0L 1
sehingga buku "Kerangka dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur" ini dapat diselesaikan KATA PENGANTAR 2
dengan baik, DAFTAR 151 3
BAB T DASAR HUKM 4
Buku ini disusun sebagai pedonan bagi para perancang peraturan perundang-undangan, khususnya dalan TN 5
penyusunan Peraturan Gubernur, Dalan buku ini diuraikan secara sistenatis nengenai dasar hukum, s
Kerangka unun, teknik penyusunan, dan ragan bahasa yang digunakan dalan penyusunan Peraturan e e !
Gube BAB IV BATANG TUBUH n
rnur.
BAB ¥ PENUTLP “
i it iadt 4 { i B8 1 4
Kani berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemanghu kepentingan e ita
dalan penyusunan Peraturan Gubernur yang baik dan benar sesuai dengan kaidah perundang-undangan o
yang berlaku di Indonesia, LA oot
PERATURAN PERUNDANG~
UNDANGAN

Kani menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sespurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang B VILLPILIAN KA 50

ATAU ISTILM

netbangun sangat kani harapkan dead penyempurnaan buku ini i masa yang akan datang.
BAB IX TEKNIK PENGACUAN 5%

Palenbang, el 2005

Penyusun

Halaman 3
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D. Template Keputusan Gubernur

KEPUTUSAN GUBERNUR SUKATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/{KCOE DINAS)/{TAHUN)

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG -,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menisbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan
Wenteri Dalan Negeri Nosor 80 Tahun 2015 tentang Pesbentukan Produk Hukum
Daecah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nosor
120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pesbentukan Tin
Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang (JUDUL KEPUTUSAN GUBERMAR);

it 1. Undang-Undang Nosor.Tahn_tentang Peserintahan Daerah (Lesbaran Negara
Republk Indonesia Tahun Nomor., Tasbahan Lesbaran Negara Republik
Indonesia Nosor .);

2. Undang-Undang  Nomor_Tahun. tentang Pesbentuksn Peraturan Perundang-
undangan (Lesbaran Negara Republik Indonesia Tohun. Nomor., Tasbahan
Lesbaran Negara Republik Indonesia Nosor .);

3. Undang-Undang Nomor.Tahun_tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor.., Tanbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nosor .);

. (Undang-Undang lain terkait);

. Peraturan Peserintah Nosor.Tahun.tentang.. (Lesbaran Negara Republik
Indonesia Tabun. Nomor., Tambshan Lesbaran Megara Republik Indonesia
Nosor..);

. (Peraturan Pemerintah terkait);

. Peraturan Wenteri Dalan Negeri Nosor - Tahun . tentang Pesbentukan Produk

Hukus Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor .);

(Peraturan Menteri terkait);

. Peraturan Daerah Nomor.Tahun_tentang.. (Lembaran Daerah Provinsi Susatera
Selatan Tahun.Novor..);

10.Peraturan Gubernur Nomor Tahun .. tentang . (Berita Daerah Provinsi
Susatera Selatan Tahun.. Nonor..);

C. Template Rancangan Peraturan Gubernur Baru/Awal

PERATURAN GUBERMUR. SUMATERA SELATAN
NOHOR _TAHL.
TENTANG
{(wow)
DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Meninbang © batwa ( unsur sosiologis) ;

. batwa (unsur f3losofis);

bahwa (unsur yuridis);

. bahwa berdasarkan pertisbangan sebagainan dinaksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf ¢, perlu nenetapkan Peraturan Gubernar tentang {fudul);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nemor 23 Tohun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lesbaran
Negara Republik Indonesia Tohun 2014 Nosor 244, Tasbahan Lesbaran Negara
Republik Indonesia Nosor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nosor -Tahun — tentang .. (Lesbaran Negara
Republik Indonesia Tahun . Nosor -, Tambshan Lesbaran Negara Republik
Tndonesia Nosor_);

. Undang-Undang Noror 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
(Lesbaran Negars Republik Indonesia Tahun 2023 Noor S6, Tasbahan Lesbaran
Negara Republik Indonesia Nosor 6856);

Peraturan Perundang-undangan terkait dst_.

MESTUSIAN
Nenetapkan : PERATURAN GUBERMUR TENTANG (JUDUL PERGUS).

81
KETENTUAN UM

Pengertian, Definisi dan Singkatan
Pasal 1
Dalan Peraturan Gubernur ini yang dimsksud dengan:
1. Provinsi adalah Provins{ Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Susatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny disebut DPRD adalah Dewan
Pernakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

D. Template Konsepsi
KONSEPSI. RANCANGAN PERATURAN GUBERNAR TENTANG..., (JUDUL RANPERGLE)

A, LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
1.Latar Belakang

Sagian ini senjelaskan disusm, pesikiran dari aspek
filosofis, sesiologis, dan yuridis.

2.Tujuan Penyusunan
Jelaskan apa yang ngin dicapal dengan Rarperped ind. Tufuan hars Jelss dan sesual dengan Tatar belakang
B. SASARAN YANG INGIN DINUJUDKAN

Baglan int menjelaskan hasil nyata yang dikarapkan setelah Ranpergub berlaku, Sasaran harus SWRT (spesifik,
terkur, dapat dicapal, relevan, dan memiliki batas waktu),

C. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Bagian inh menjelaskan calugan materi dan cara pengaturamya.

D. PENUTLP
Palenbang, Hei 2025
MENGETAIL,
KEPALA BIRO HLKUM DAN HAY KEPALA PERANGKAT DAERAH PEWRAKARSA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINST SINSEL PROVINGE SUMSEL
td td
(WA PEIABAT) (XA PETABAT)
NIP- NP

Referensi Undang-
Undang

UU Nomor 12 Tahun 2011
Klik Disini

UU Nomor 23 Tahun 2014

Klik Disini

UU Nomor 1 Tahun 2022
Klik Disini

UU Nomor 13 Tahun 2022
Klik Disini

UU Nomor 6 Tahun 2023

Klik Disini

UU 9 Tahun 2023

Klik D i

Gambar 3.8 Foto Kata Pengantar dan daftar isi, Template SK Tim konsepsi, ranpergub, Dokumen Hukum dan Peraturan Terkait
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6. Desain dan Pengembangan E-book (Minggu ke-I11 bulan Juni 2025)

Proses desain dan pengembangan e-book ini akan berfokus pada dua tahapan
krusial: perancangan visual yang menarik dan fungsional, serta penyuntingan
konten yang teliti untuk memastikan kualitas akhir e-book.

a. Mendesain Layout E-book

Langkah pertama adalah mendesain layout e-book itu sendiri. Ini adalah
fase di mana tampilan visual e-book akan dibentuk agar mudah dibaca,
terlihat profesional, dan selaras dengan tema besar kontennya. Tim akan
memulai dengan pemilihan font yang tepat, memastikan keterbacaan yang
optimal sekaligus mencerminkan karakter e-book. Selanjutnya, gambar dan
elemen visual lainnya akan dipilih dan disiapkan, baik itu infografis, ilustrasi,
atau foto pendukung. Penempatan gambar ini akan diatur sedemikian rupa agar
tidak mengganggu alur baca namun tetap memperkaya informasi. Terakhir,
tata letak (layout) keseluruhan halaman akan dirancang, termasuk pengaturan
margin, spasi antar paragraf, dan penempatan judul serta sub-judul. Tujuannya
adalah menciptakan pengalaman membaca yang nyaman dan menarik secara
visual. Output dari tahap ini adalah gambar atau prototipe awal dari desain
layout e-book, yang akan menjadi cetak biru visual yang mencakup tata letak,

skema warna, pilihan font, dan elemen visual lainnya.

b. Penyuntingan Konten

Setelah kerangka desain terbentuk, kita akan beralih ke penyuntingan
konten. Ini adalah tahap yang sangat penting untuk memastikan kualitas dan
akurasi e-book. Seluruh isi e-book akan diperiksa secara teliti untuk
mengidentifikasi dan memperbaiki berbagai hal:
= Kesalahan ketik (typo) dan kesalahan tata bahasa lainnya.
= Ketidaksesuaian informasi atau data yang perlu dikoreksi.
= Format yang tidak konsisten, seperti perbedaan gaya penulisan,

penggunaan tanda baca, atau pemformatan teks di seluruh bab.

Proses penyuntingan ini bisa melibatkan beberapa kali revisi dan
pemeriksaan silang oleh tim editor untuk memastikan setiap detail telah
tertangani. Tujuannya adalah menghasilkan e-book yang bersih dari kesalahan,

informatif, dan mudah dipahami. Output final dari tahap ini, dan juga dari



seluruh proses ini, adalah e-book yang telah melalui proses penyuntingan

secara menyeluruh dan siap untuk dipublikasikan.

7.

Panduan Lengkap Menyusun
Ranpergub Lebih Mudah Lebih Terarah

Gambar 3.9 Foto atau prototipe awal dari desain layout e-book dan foto e-book yang telah disunting

Penyusunan Materi
Proses penyusunan materi e-book ini adalah tahap krusial di mana seluruh

informasi dan bahan yang telah disiapkan sebelumnya akan diolah dan dituangkan
ke dalam struktur e-book yang sudah direncanakan. Tujuan utamanya adalah
menghasilkan konten yang tidak hanya lengkap, tetapi juga mudah dipahami dan

sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.
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Satu Klik Panduan Lengkap Ranpergub

penulon 509, ubosi, da rederesi ket contoh dokumen yong mudoh dipohar

Ebook Kerangka dan Teknvk Perryusunan Rancangan Ebook Template Keputussan Gubernur dan Rancangan
wr raturan Gubermur

n Peraturan Gubern: B per

@e

8.

Gambar 3.10 Foto e-book yang telah berisi materi

Penyebarluasan dan Publikasi
Tahap final ini adalah tentang memastikan e-book Anda dapat dijangkau oleh
khalayak luas. Proses penyebarluasan dan publikasi ini akan berfokus pada
persiapan platform akses yang mudah dan sosialisasi efektif kepada pihak-pihak
terkait.
a. Mempersiapkan Platform Penyebaran E-book melalui QR Code
Langkah pertama adalah mempersiapkan platform yang efisien untuk
penyebaran e-book. Mengingat kebutuhan akan aksesibilitas yang cepat dan
modern, kami memanfaatkan QR Code. Tim bekerja untuk mengunggah e-
book ke situs web khusus. Setelah e-book berhasil diunggah dan tautan
aksesnya diperoleh, Tim membuat QR Code unik. QR Code ini menjadi kunci

utama bagi para pengguna untuk dengan cepat mengakses dan mengunduh e-
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book hanya dengan memindainya melalui perangkat seluler mereka. Hal ini
mempermudah proses distribusi dan menjamin kemudahan akses bagi siapa
pun yang membutuhkan. Output dari tahap ini adalah contoh QR Code yang
sudah siap untuk digunakan.

Melakukan Sosialisasi kepada Pihak Terkait

Setelah QR Code dan platform akses siap, langkah berikutnya adalah
melakukan sosialisasi intensif kepada pihak-pihak terkait mengenai
keberadaan e-book ini dan bagaimana cara mengaksesnya. Sosialisasi ini
dilakukan melalui rapat.

Tim menyiapkan surat undangan resmi untuk mengundang para
pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya ke sesi sosialisasi ini. Selama
sesi, akan ada penjelasan komprehensif tentang isi e-book, manfaatnya, dan
demonstrasi praktis mengenai cara memindai QR Code untuk mengunduh e-
book. Penting juga untuk menyiapkan daftar hadir untuk mencatat partisipasi.
Selain itu, dokumentasi berupa foto atau video akan diambil selama proses
sosialisasi sebagai bukti kegiatan dan bahan laporan. Sosialisasi ini bertujuan
untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mengetahui

tentang e-book ini dan dapat memanfaatkannya secara optimal.

PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go,id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 26 Juni 2025

Kepada

Nomor 2586 /1112025 Yth.  Perangkat Daerah

Sifat Biasa Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran 1 lembar di

Hal Undangan Rapat Palembang

Sehubungan dengan Pembuatan E-Book  Panduan
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang dirancang oleh
Biro Hukum dan HAM guna mendukung proses pelaksanaan

penyusunan rancangan Peraturan Gubernur di Provinsi”, dengan ini

kami mengundang saudara untuk hadir pada

Hari / Tanggal : Kamis/ 26 Juni 2025

Waktu 09.00 WIB s.d selesai

Tempat Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otda Setda

Provinsi Sumsel
Acara Rapat Sosialisai Penggunaan E-Book Panduan

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubemur

Demikian disampaikan, atas pehatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO HUI HAM
SETDA PROVIN; EL,

‘\‘: &pw HARAPAN, SH.,SE.M.S1.C.MSP
7 PEMBINA TK/I (IV/b)

@1’97'0‘01200701 10




DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Sosialisai Penggunaan E-Book Panduan Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubermur

Hari Tanggal
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otda Setda

No Nama DinasAnstans Tanda Tangan
Orn H. Edward Candrn, MH | Sekretars Dasrah Provins: Sumsel e
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9.

Gambar 3.11 Foto Qr Qode, Undangan, Daftar Hadir, Foto

Evaluasi

Tahap evaluasi ini krusial untuk mengukur efektivitas keseluruhan proyek,
khususnya dalam hal penyebarluasan dan pemanfaatan e-book oleh pihak yang
dituju. Proses ini akan berfokus pada pengumpulan umpan balik langsung untuk
menilai sejauh mana target telah tercapai.

Pada tahap ini, fokus utama adalah mengukur sejauh mana e-book telah
berhasil disebarluaskan dan digunakan secara efektif oleh pihak yang dituju.
Untuk mencapai tujuan ini, kami menggunakan Kusioner melalui Google Form
sebagai instrumen utama pengumpulan data.

Penyusunan kuesioner melalui Google Form: Tim akan merancang
kuesioner yang komprehensif. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner akan
dirancang untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif mengenai:

e Tingkat penyebarluasan: Seberapa banyak pihak yang dituju telah menerima
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atau mengetahui keberadaan e-book.

o Tingkat akses dan unduhan: Berapa banyak pihak yang telah mengakses atau
mengunduh e-book menggunakan QR Code yang telah disosialisasikan.

o Tingkat pemanfaatan/pembacaan: Seberapa sering e-book digunakan sebagai
referensi atau dibaca.

o Persepsi kegunaan dan relevansi: Bagaimana pihak yang dituju menilai
manfaat dan relevansi informasi dalam e-book terhadap kebutuhan mereka.

o Saran dan masukan: Kesempatan bagi pengguna untuk memberikan umpan
balik konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

Kuesioner ini akan didistribusikan secara daring kepada pihak-pihak terkait
yang menjadi target e-book.

Dokumentasi Visual: Selain data dari kuesioner, kami juga akan melakukan
dokumentasi visual berupa foto selama proses evaluasi, misalnya foto saat pihak
terkait sedang mengisi kuesioner. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti
pelaksanaan kegiatan evaluasi.

Output dari tahapan ini adalah kuesioner yang telah terisi, serta foto-foto
kegiatan evaluasi. Data ini kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan laporan
evaluasi yang komprehensif mengenai pencapaian penyebarluasan dan penggunaan

e-book.

Terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak/Ibu

Petunjuk Pengisian:

gpeling sesuzi BapakIbu

+ Isi serua pertanyaan

Bagian 1: Data Responden

1. Nama Responden *

Wahyu septiadi kusuma

2. Jabatan *

Kabid pajak bapenda prov sumsel

3. Instansi/Perangkat Daerah *

Bapenda

Bagian 2: Pengetahuan dan Akses Awal E-Book

1. Apakah Anda sudah mengetahui atau mendapatkan e-bock Panduan Penyusunan Rancangan ~ *
Peraturan Gubernur yang baru dirilis ini?

Gambar 3.12 Foto kegiatan pengisian kusioner dan foto kusioner yang telah diisi
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B. Manfaat Aksi Perubahan

Untuk mengidentifikasi manfaat dan dampak dari pelaksanaan tahapan dalam aksi
perubahan ini, yaitu pengembangan dan penggunaan E-book Panduan Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub), uraian berikut disusun berdasarkan indikator
ketercapaian hasil. Aksi perubahan ini secara spesifik ditujukan untuk mendukung efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan pengkajian pada Subbagian Penyusunan
Peraturan Gubernur Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Selatan.

Pemanfaatan e-book panduan dengan dukungan akses QR Code dalam proses
penyusunan Ranpergub dirancang untuk:

o Meningkatkan kualitas legal drafting hasil penelitian dan pengkajian.

o Mempercepat proses penyusunan Ranpergub dari fase awal hingga finalisasi.

e Mengurangi potensi kesalahan dan inkonsistensi dalam setiap tahapan penyusunan
produk hukum.

Menghemat sumber daya organisasi yang sebelumnya mungkin terbuang akibat
inefisiensi, seperti waktu pencarian informasi manual atau revisi berulang.

Seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten menunjukkan
dampak positif terhadap transformasi pelayanan di Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera
Selatan. Ini khususnya dalam menjawab kebutuhan Pegawai pada Subbagian Penyusunan
Peraturan Gubernur dan PerangkatDaerah Pemrakarsa dalam melaksanakan tugas.

Penerapan e-book panduan ini, yang mudah diakses melalui QR Code, terbukti mampu
menghemat biaya operasional (misalnya dari kebutuhan cetak, waktu pencarian referensi,
atau biaya pelatihan berulang). Lebih jauh, e-book ini meningkatkan efisiensi waktu dan
ketepatan tindak lanjut dalam setiap tahapan penelitian, pengkajian, dan legal drafting
Ranpergub.

Perubahan signifikan ini diharapkan menjadi pendorong transformasi digital secara
bertahap (gradual) di seluruh unit kerja di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera
Selatan. Pada akhirnya, ini akan mengarah pada peningkatan kualitas produk hukum daerah

dan pelayanan publik yang lebih prima bagi masyarakat Sumatera Selatan.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan
Implementasi pengembangan kompetensi dalam Aksi perubahan Projeck Leader
selaku PIt. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dengan cara

sebagai berikut:

58



11

1.2

Tahap Persiapan
Konsultasi dengan
mentor

Diskusi dan
koordinasi internal
dengan tim
penyusun e-book

Pembentukan Tim
Penyusun Materi E-
book

Rapat pembentukan
dan peningkatan
kapasitas tim
penyusun materi e-
book (termasuk
legal drafter dan
desainer/IT)

Koordinasi
Eksternal dan
Validasi

Koordinasi awal dan
validasi konten e-
book dengan
Perangkat Daerah
Terkait

Pengembangan dan
Penyusunan Konten
E-book

Penyusunan materi
legal drafting
Ranpergub ke dalam

Tabel 3.2. Pengembangan kompetensi

Dukungan dan
arahan teknis untuk
pengembangan e-
book.

Dokumen Rencana
Aksi dan Daftar
Konten E-book yang
disepakati.

Terbentuknya tim
inti penyusun dan
desainer e-book yang
memiliki
pemahaman tentang
legal drafting dan
teknis publikasi
digital.

Dukungan untuk
pengembangan e-
book.

Draf E-book
Panduan Legal
Drafting Ranpergub

Memperoleh arahan
strategis, validasi
konten legal drafting
yang akurat, serta
panduan teknis
untuk platform e-
book.

Memastikan visi,
tujuan, dan ruang
lingkup e-book
sesuai dengan
kebutuhan
organisasi dan
standar hukum.
Pekerjaan dilakukan
sesuai tanggung
jawab dan struktur
organisasi.

Meningkatkan
efektivitas kerja tim
dalam penyusunan
konten yang akurat
dan desain yang
menarik.

Memperoleh
masukan terhadap
materi apa saja yang
dibutuhkan
Perangkat Daerah
Pemrakarsa sebagai
pengguna

Pengelolaan materi
hukum lebih
terstruktur, mudah

Terbangunnya
komitmen terhadap
kualitas konten e-
book dan kelayakan
teknis sistem
penyebaran.

Tumbuhnya rasa
tanggung jawab
kolektif dan
pemahaman
bersama terhadap
target pembuatan e-
book.

Peningkatan
kemampuan tim
dalam berpikir
strategis tentang
penyusunan produk
hukum dan
penyampaian
informasi secara
digital.

Adanya dukungan
eksternal dan
legitimasi terhadap
materi e-book

Meningkatkan
efisiensi
penyusunan
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bentuk e-book,
termasuk desain
layout, integrasi QR
Code, dan fitur
interaktif lainnya.

Penyebarluasan,
Monitoring, dan
Evaluasi

Publikasi e-book
melalui QR Code
dan platform digital,
serta evaluasi
penggunaan dan
umpan balik dari
pengguna.

yang lengkap dan
terdesain

E-book yang siap
didistribusikan dan
Laporan Evaluasi
Penggunaan E-book
(berdasarkan
kuesioner/Google
Form dan data
akses).

diakses, dan
terdokumentasi
dalam satu platform
digital.

Deteksi dini
terhadap kendala
aksesibilitas atau
pemahaman konten,
serta memastikan
informasi sampai ke
target pengguna.
Mendapatkan
masukan untuk
perbaikan
berkelanjutan.

Ranpergub di masa
depan melalui
panduan yang
terstandar dan
meningkatkan
kepuasan pengguna
(penyusun
Ranpergub) karena
kemudahan akses
informasi.

Mengurangi
interaksi tatap muka
dalam mencari
panduan,
mempercepat waktu
penyelesaian
pertanyaan terkait
legal drafting, dan
meningkatkan
transparansi
informasi.
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BAB IV
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Dukungan penuh dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel, selaku
pimpinan tertinggi dalam struktur pembinaan teknis, adalah fondasi utama keberlanjutan.
Dukungan ini telah diwujudkan melalui penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana
pendukung, serta komitmen pembiayaan yang esensial. Dukungan tersebut dituangkan ke

dalam Surat pernyataan yang terlampir di bawah ini.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon - (0711) 352388-312421 Faksimili - (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website | www sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN PERUBAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama . Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP

NIP : 197809072007011005

Jabatan . Kepala Biro Hukum dan HAM

Instansi : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel

Dengan ini memberikan dukungan kepada

Nama :  Rismadianty, SH., M.Si

NIP 198903062020122006

Jabatan Plt. Kasubbag Penyusunan Pergub

Instansi . Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel

Dengan ini menyatakan Dukungan Keberlanjutan atas Aksi Perubahan dengan judul:
d Peny ' Rar Peraturan Gubernur

“Penggunaan E-Book P
Dalam Mendukung Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Penelitian Dan
P kajian Pada Subbagian Penyt P Gubernur Biro Hukum Dan
Ham Setda Provinsi Sumsel” yang merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh
RISMADIANTY, SH.,M.Si selaku PIt. Kasubbag Penyusunan Peraturan Gubernur
pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. Harapan kedepannya dapat

meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Gubermnur yang diajukan oleh Perangkat

Daerah Pemrakarsa.
Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 Juni 2025
KEPALA BIRO DAN HAM

{arapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
Pembina-Tk.1 (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Gambar 4.1 Surat Dukungan Keberlanjutan Kepala Biro
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Keberlanjutan ini selanjutnya tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran sebagai

berikut:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN [ e ]
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2

Rincian Anggaran Belanja Sub Keglatan
‘Satuan Keria Porangkat Daerah

‘ T P
oo o | v iy [ 7o
T T

[rae T

&
e [ [ [ o] o

Gambar 4.2 Rencana Kerja Anggaran

Selain itu, motivasi dan arahan beliau kepada seluruh jajaran untuk terus

mengembangkan inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan proses penyusunan Ranpergub,

serta selaras dengan prinsip pelayanan publik yang responsif, efisien, dan akuntabel,

semakin memperkuat landasan aksi perubahan ini. E-book ini merupakan bentuk konkret

upaya transformasi tata kelola pemerintahan di sektor hukum menuju sistem yang lebih

modern dan berbasis digital, sejalan dengan agenda nasional dalam penerapan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan dalam penggunaan E-book Panduan

Penyusunan Ranpergub, telah dirumuskan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a.

Integritas dalam Kebijakan dan Prosedur
Memastikan bahwa pemanfaatan e-book panduan penyusunan Ranpergub terintegrasi
secara formal dalam kebijakan internal dan prosedur operasional Subbagian

Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum secara berkelanjutan. Hal ini akan

62



menjadikan e-book sebagai referensi wajib dan standar operasional bagi setiap proses
penelitian dan pengkajian Ranpergub.

Sistem Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikator kinerja yang mencakup
alur pemanfaatan e-book, efisiensi waktu yang dihemat dalam proses legal drafting,
serta kualitas dan ketepatan Ranpergub yang dihasilkan. Pelaporan berkala akan
menjamin evaluasi yang konsisten dan memicu tindak lanjut yang tepat untuk perbaikan
berkelanjutan.

Perencanaan Jangka Panjang

Menyusun rencana jangka panjang terkait integrasi e-book panduan dengan platform
pengelolaan produk hukum lainnya yang berada di bawah Biro Hukum Setda Provinsi
Sumatera Selatan. Ini juga mencakup pengembangan fitur lanjutan pada e-book, seperti
pembaruan konten otomatis, tautan langsung ke regulasi terkait di database hukum, atau
bahkan fitur kolaborasi.

Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

Menyediakan pelatihan teknis dan penguatan kapasitas SDM secara berkala, khususnya
bagi para peneliti dan pengkaji di Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur. Pelatihan
ini akan mencakup penggunaan e-book panduan secara optimal, pemahaman mendalam
tentang legal drafting, serta peningkatan soft skills yang relevan dengan tugas dan fungsi
mereka.

Budaya Pembelajaran Organisasi

Menanamkan nilai-nilai pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi, mendorong
setiap pegawai untuk aktif mencari peluang inovatif dalam meningkatkan mutu
penelitian, pengkajian, dan penyusunan Ranpergub melalui pemanfaatan teknologi
digital dan informasi yang tersedia.

Partisipasi Pegawai Aktif

Mendorong keterlibatan aktif pegawai, khususnya dari Subbagian Penyusunan
Peraturan Gubernur, dalam proses pengembangan dan evaluasi e-book. Partisipasi ini
mencakup pemberian masukan, ide, dan umpan balik yang konstruktif terhadap konten,
fungsionalitas, dan relevansi e-book.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang Kuat
Memperkuat sinergi dengan pihak-pihak terkait, baik internal di lingkungan Biro
Hukum maupun eksternal seperti pakar hukum, perangkat daerah pemrakarsa, atau
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institusi pendidikan, untuk memperluas dampak positif dan relevansi dari keberadaan e-
book panduan ini.

h. Komitmen Pimpinan yang Konsisten
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda serta seluruh jajaran pimpinan secara aktif
menunjukkan komitmen terhadap perubahan, menjadi teladan dalam penggunaan dan
pengawasan pemanfaatan e-book panduan penyusunan Ranpergub, serta mendukung
setiap inisiatif perbaikan yang muncul.

i. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Melaksanakan evaluasi berkala terhadap implementasi dan dampak e-book, serta
melakukan perbaikan konten dan fitur berdasarkan hasil monitoring yang terukur dan
umpan balik yang dikumpulkan dari pengguna.

J. Komunikasi Efektif dan Transparan
Menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan kepada seluruh pemangku
kepentingan internal mengenai kemajuan, kendala, dan capaian dari sistem panduan
digital yang baru. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan
berkelanjutan.

k. Penghargaan dan Pengakuan
Memberikan apresiasi kepada tim atau individu yang menunjukkan kinerja optimal
dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan e-book sebagai bentuk motivasi dan
penguatan budaya kerja positif, yang pada gilirannya akan memacu semangat inovasi.

I.  Komitmen pada Inovasi
Mendorong terbukanya organisasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan zaman,
serta menjadikan inovasi sebagai bagian integral dari strategi peningkatan kualitas
produk hukum dan pelayanan publik di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan.

Dengan langkah-langkah strategis yang terstruktur ini, E-book Panduan Penyusunan
Ranpergub diharapkan tidak hanya menjadi inisiatif temporer, melainkan berkembang
menjadi praktik yang berkelanjutan dan tertanam kuat dalam budaya Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera Selatan. Ini akan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan
penelitian dan pengkajian, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang prima dan transparan.
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BAB V
KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi aparatur sipil negara dalam
melaksanakan aksi perubahan, keterkaitan antara materi pelatihan pilihan dengan program
yang diimplementasikan menjadi sangat penting untuk dianalisis. Aksi perubahan yang
dilaksanakan dalam bentuk pengembangan dan implementasi E-book Panduan Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumsel tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis legal drafting semata, tetapi juga
memerlukan dukungan keterampilan interpersonal dalam berkoordinasi, pemanfaatan
teknologi digital untuk penyebaran, serta penginternalisasian nilai-nilai budaya kerja ASN.

Oleh karena itu, dalam bab ini akan diuraikan secara sistematis keterkaitan antara aksi
perubahan ini dengan mata pelatihan pilihan dalam program ASN Berpijar yang menjadi
fondasi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi e-book panduan secara
berkelanjutan dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas proses penyusunan produk
hukum daerah.

a. Pengelolaan Konflik Kepentingan (ASN Berpijar)

Pelatihan Pengelolaan Konflik Kepentingan ini akan membantu Project Leader
mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi konflik kepentingan yang mungkin
timbul antar anggota tim atau dengan stakeholder eksternal selama pengembangan e-
book. Memastikan objektivitas dan integritas dalam setiap keputusan adalah krusial,
terutama dalam proyek yang melibatkan berbagai pihak dan memiliki dampak pada
kebijakan publik.

Dalam konteks aksi perubahan ini, penerapan pengelolaan konflik kepentingan
dapat terlihat dari:

e Penyusunan panduan atau etika kerja tim yang jelas untuk menghindari bias

atau keputusan yang menguntungkan pihak tertentu.

o Transparansi dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait substansi

hukum atau fitur e-book yang krusial.

« Mekanisme penanganan perbedaan pendapat atau potensi konflik di dalam tim

secara konstruktif, demi menjaga fokus pada tujuan bersama.
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b. Resiliensi Diri (Self Resilience) (ASN Berpijar)

Mata pelatihan Resiliensi Diri akan membekali Project Leader dan tim dengan
kemampuan untuk menghadapi tantangan, adaptasi terhadap perubahan, dan bangkit
dari kesulitan selama proses pengembangan e-book. Proyek inovasi seringkali
dihadapkan pada hambatan tak terduga, mulai dari masalah teknis, kendala sumber
daya, hingga perubahan prioritas. Kemampuan untuk tetap efektif di bawah tekanan dan
menemukan solusi kreatif adalah kunci keberhasilan.

Implementasi resiliensi diri dalam aksi perubahan ini meliputi:

o Kemampuan tim untuk tetap termotivasi dan produktif meskipun menghadapi

deadline yang ketat atau tantangan dalam penyusunan konten yang kompleks.

e Adaptasi cepat terhadap feedback atau perubahan persyaratan dari pimpinan

atau stakeholder, tanpa mengurangi kualitas e-book.

e Membangun mekanisme dukungan internal tim untuk saling menguatkan dan

mengatasi burnout.

Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan (ASN Berpijar)

Mata Pelatihan Keterampilan Digital (Digital Skill) Dalam Penyusunan Kebijakan
mengajarkan Project Leader untuk tidak hanya menggunakan sistem digital (doing
digital) tetapi juga memanfaatkan sistem digital secara strategis (being digital) dalam
penyusunan kebijakan. Dalam konteks aksi perubahan ini, hal tersebut berarti
memanfaatkan teknologi untuk membuat proses penyusunan Ranpergub lebih efisien
dan efektif melalui e-book.

Implementasi dari mata pelatihan ini dalam aksi perubahan terlihat dari:

« Pilihan untuk mengembangkan e-book sebagai solusi digital yang modern
untuk panduan hukum, menggantikan format manual yang kurang efisien.

o Pemanfaatan QR Code untuk penyebaran yang mudah dan cepat, menunjukkan
pemikiran strategis dalam adopsi teknologi untuk aksesibilitas informasi
hukum.

e Pengelolaan konten e-book secara digital yang memungkinkan pembaruan
cepat dan aksesibilitas kapan saja, di mana saja oleh legal drafter dan perangkat
daerah, mempermudah referensi, dan mempercepat proses penelitian serta

pengkajian Ranpergub.
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d.

Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) (ASN Berpijar)

Meskipun fokus utama aksi perubahan adalah pada legal drafting, hubungan mata

pelajaran pilihan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) tetap
relevan dalam konteks pelayanan publik dan akses informasi. Meskipun tidak secara
langsung menangani layanan sosial, prinsip GEDSI mendorong penyediaan layanan
yang inklusif dan mudah diakses oleh semua pihak, termasuk memastikan aksesibilitas
informasi hukum.

Implementasi prinsip GEDSI dalam aksi perubahan ini tercermin dari:

o Desain e-book yang mengutamakan kemudahan akses dan keterbacaan bagi
beragam pengguna, termasuk potensi pengguna dengan keterbatasan tertentu
(misalnya, pemilihan font yang jelas, tata letak yang rapi).

e Penyebaran melalui QR Code yang memudahkan akses digital, mengurangi
hambatan fisik untuk mendapatkan panduan. Ini adalah bentuk kepedulian
kepada pemerlu layanan yang mungkin sulit mengakses dokumen cetak atau
harus datang ke kantor.

e Memastikan bahwa panduan hukum yang disusun (Ranpergub)
mempertimbangkan aspek keadilan dan inklusivitas dalam substansinya,
sejalan dengan nilai-nilai GEDSI dalam pembentukan kebijakan publik.

Dengan mengintegrasikan seluruh mata pelatihan pilihan tersebut ke dalam

konteks aksi perubahan pengembangan E-book Panduan Penyusunan Ranpergub, Biro
Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan komitmen untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan yang komunikatif, digital,
dan berbasis nilai-nilai etika serta inklusivitas.

Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih

profesional, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas peraturan daerah dan

kepuasan pengguna layanan.

Tabel 5 Keterkaitan Aksi Perubahan dengan Materi Pelatihan yang Dipilih.

No

Sumber

Mata Pelatihan

Jalur
Pembelajaran

Hubungan dgn
Proyek/Aksi Perubahan

Bukti

Pembelajaran

Pengelolaan
Konflik
Kepentingan
(2JP)

Mandiri secara
Online

Pelatihan ini akan
membantu Project Leader
mengidentifikasi,

mencegah, dan mengelola
potensi konflik
kepentingan yang

Sertifikat
Nomor:
1869/4012/
LAN/114/2025

ASN
Berpijar
LAN RI

67



mungkin timbul antar
anggota tim atau dengan
stakeholder eksternal
selama pengembangan e-
book, memastikan
objektivitas dan integritas
dalam setiap keputusan.

Reseliensi  Diri
(Self Resilence)
(2JP)

Mandiri secara
Online

Mata pelatihan ini akan
membekali Project
Leader dan tim dengan
kemampuan untuk
menghadapi  tantangan,
adaptasi terhadap
perubahan, dan bangkit
dari  kesulitan selama
proses pengembangan e-
book, memastikan proyek
tetap berjalan  efektif
meskipun ada hambatan
yang tidak terduga.

Sertifikat
Nomor:
10653/4012/
LAN/65/2025

ASN
Berpijar
LAN RI

Keterampilan
Digital  (Digital
Skill) Dalam
Penyusunan
Kebijakan,

Mandiri secara
Online

Mata  Pelatihan ini
mengajarkan Project
Leader untuk tidak hanya
menggunakan sistem
digital (doing digital),
tetapi memanfaatkan
sistem digital  (being
digital) secara strategis
dalam penyusunan
kebijakan (misal:
penggunaan QR Code
untuk distribusi) demi
efisiensi dan efektivitas
dalam penyediaan
panduan hukum dan
mencapai tujuan
organisasi.

Sertifikat
Nomor:
9634/4012/LAN/
64/2025

ASN
Berpijar
LAN RI

Gender
Equality,
Disability, and
Social Inclusion
(GEDSI) (3JP)

Mandiri secara
Online

melaksanakan
pelayanan publik,
termasuk penyediaan
panduan hukum, penting
untuk memastikan
aksesibilitas  informasi
bagi semua.
Implementasi aksi
perubahan melalui e-
book yang mudah
dijangkau dengan QR
Code adalah  bentuk
kepedulian untuk
mempermudah akses
layanan  bagi semua
pihak, sejalan dengan
prinsip inklusivitas
GEDSI.

Dalam

Sertifikat
Nomor:
4313/4012/LAN/
68/2025

ASN
Berpijar
LAN RI
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Berikut lampiran Sertifikat Mata Pelatihan yang diikuti Project Leader Selama
Mengikuti Proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagai upaya mendukung

penyusunan laporan aksi perubahan:

== ASN'
LANRI ™ BERPIJAR

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Rismadianty

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - Gender Equality, Disability, And
Social Inclusion (GEDSI) (3JP)
Jakarta, 19 Maret 2025

Erna Irawati
Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

e ASN
LANRI ~N

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersemnbahkan
sertifikat ini kepada:

Rismadianty

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Keterampilan Digital (Digital Skill)
Dalam Penyusunan Kebijakan
Jakarta, 19 Maret 2025

Wy

Erna Irawati
Plt. Deputi Bidang Kabijakan Pengembangan Kompetensi ASN




e ASN'
LANRI N

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Rismadianty

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri (Self Resilence) (2 JP)

Jakarta, 19 Maret 2025

Erna Irawati
Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompatensi ASN

LANRI § ASN

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Rismadianty

Atas

F I ya dalam yeh
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Pengelolaan Konflik Kepentingan (2 JP)

Jakarta, 18 Maret 2025

Erna Irawati
Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Fompetensi ASN

Gambar 5 Sertifikat Mata Pelatihan Pilihan yang mendukung Aksi Perubahan
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BAB VI
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Aksi perubahan yang dilakukan dalam bentuk pengembangan dan implementasi E-
book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) pada Subbagian
Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
merupakan bagian dari implementasi jangka pendek dan menengah yang mendukung upaya
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efisiensi penyusunan produk hukum
daerah. Ini adalah respons proaktif terhadap tantangan sistematis dalam proses legislasi
daerah. Untuk menjamin keberhasilan implementasi tersebut, kegiatan diseminasi dan
publikasi dilaksanakan secara terstruktur, menggunakan berbagai strategi komunikasi yang

relevan, serta melibatkan dukungan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.

a. Penerapan Strategi Komunikasi

Dalam upaya menyebarluaskan informasi terkait keberadaan dan penggunaan E-book
Panduan Penyusunan Ranpergub, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
menerapkan strategi komunikasi yang efektif dan partisipatif. Media utama yang digunakan
dalam diseminasi ini adalah melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada perangkat daerah
pemrakarsa, yang dikombinasikan dengan demonstrasi penggunaan QR Code sebagai sarana
akses e-book. QR Code disebarkan melalui media informasi yaitu whatsaap agar mudah
diakses oleh para legal drafter dan tim penyusun di berbagai perangkat daerah.

Sosialisasi dilakukan pada saat rapat koordinasi, penjelasan langsung oleh tim
pengelola e-book meliputi tata cara penggunaan QR Code, langkah-langkah mengakses dan
memanfaatkan konten e-book, serta jaminan keberlanjutan pembaruan informasi. Dalam
prosesnya, peserta diajak langsung memindai QR Code dan mencoba sistem akses e-book
secara real-time, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan pemahaman secara langsung
mengenai kemudahan akses panduan ini. Selain itu, komunikasi lanjutan dapat dilakukan
melalui web itu sendiri di kolom komentar maupun whatsaap sebagai kanal interaktif untuk
menerima pertanyaan dan tanggapan terkait penggunaan e-book. Metode ini mampu
memperkuat pemahaman perangkat daerah terhadap sistem panduan yang dikembangkan
dan meningkatkan partisipasi dalam pemanfaatannya.

Guna memastikan efektivitas implementasi, Biro Hukum dan HAM juga

melaksanakan asistensi dan monitoring berkala terhadap penggunaan e-book. Tim teknis
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melakukan evaluasi terhadap data akses dan umpan balik yang masuk melalui kuesioner

(Google Form).

b. Keberhasilan Mendapat Dukungan

Keberhasilan implementasi E-book Panduan Penyusunan Ranpergub di Biro Hukum
dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari dukungan kuat dari berbagai
pihak eksternal, yang secara signifikan mendorong inovasi ini. Inisiatif ini merupakan wujud
nyata dari komitmen terhadap inovasi digital, pengelolaan pengetahuan (knowledge
management), dan efisiensi proses legal drafting yang transparan dan terstruktur.

Dukungan utama datang dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan sebagai pimpinan tertinggi dan pemangku kepentingan utama. Apresiasi beliau
terhadap inovasi ini menjadi fondasi awal yang krusial. Selain itu, dukungan juga mengalir
dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang melihat E-book ini sebagai langkah
maju dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan pimpinan
tertinggi ini menunjukkan pengakuan akan potensi e-book dalam mempercepat dan
meningkatkan kualitas penyusunan Ranpergub di seluruh provinsi.

Dukungan tidak berhenti pada tingkat pimpinan. Kabag Peraturan Perundang-
undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan
yang sangat konkret dan berkelanjutan. Dukungan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi
juga diwujudkan dalam bentuk fasilitasi sumber daya, asistensi teknis, serta supervisi
terhadap pengembangan dan pelaksanaan e-book panduan. Beliau turut mendorong agar
sistem panduan digital ini terintegrasi dengan manajemen mutu proses penyusunan
peraturan, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang partisipatif dan adaptif
terhadap kebutuhan para legal drafter.

Selain itu, Kabag Pembinaan Kabupaten/Kota Biro Hukum juga turut memberikan
kontribusi penting. Dukungan dari beliau memperkuat sinergi antara Biro Hukum Provinsi
dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal harmonisasi regulasi dan pertukaran informasi
hukum. Ini sangat penting mengingat Ranpergub seringkali memiliki dampak luas hingga ke
tingkat daerah.

Dalam proses pengembangan e-book, Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro
Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan secara aktif memberikan masukan teknis

terkait perumusan struktur konten yang komprehensif, penyusunan format panduan yang
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sederhana namun informatif, serta penyempurnaan mekanisme distribusi dan pembaruan e-
book. Kolaborasi ini memperkuat dasar regulasi internal serta meningkatkan akuntabilitas
penyelenggaraan tugas pembentukan peraturan di Biro Hukum dan HAM. Dengan sinergi
antara strategi komunikasi yang tepat dan dukungan penuh dari para pimpinan dan
stakeholder terkait, E-book Panduan Penyusunan Ranpergub dapat diimplementasikan
secara optimal dan berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap
inovasi pelayanan publik, tetapi juga menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi pada
unit kerja lain di lingkungan pemerintah daerah dalam mengelola informasi hukum.

Sebelum adanya aksi perubahan, proses penelitian dan pengkajian Rancangan
Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efisiensi dan kualitas. Tim
menghadapi keterbatasan pedoman dan acuan yang jelas untuk penyusunan Ranpergub,
membuat perangkat daerah pemrakarsa kesulitan menghasilkan draf awal yang berkualitas.
Ini diperparah oleh kekurangan kuantitas dan kompetensi SDM di Biro Hukum sendiri serta
perangkat daerah pemrakarsa, dengan minimnya pelatihan yang tersedia.

Selain itu, sikap pasif dan kurangnya tanggung jawab dari beberapa perangkat daerah
pemrakarsa menyebabkan beban kerja tidak proporsional dan seringkali menyerahkan
sepenuhnya penyempurnaan draf kepada Biro Hukum. Akses terhadap data dan informasi
hukum yang relevan juga terbatas dan sering tidak lengkap, mempersulit tim dalam merujuk
regulasi yang dibutuhkan. Koordinasi antar instansi yang minim, terutama dari pihak
pemrakarsa, semakin memperlambat proses. Ditambah lagi, pemanfaatan teknologi
informasi yang belum optimal membuat proses legislasi masih didominasi metode manual,
menghambat efisiensi dan kecepatan. Terakhir, keterbatasan anggaran dan waktu, seringkali
akibat keterlambatan tindak lanjut dari perangkat daerah, menambah tekanan pada
penyelesaian Ranpergub yang tepat waktu. Semua faktor ini berkontribusi pada belum

optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengkajian Ranpergub di provinsi Sumsel.
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Gambar 6.2 Dukungan Kepala Biro Hukum dan HAM

Gambar 6.1 Dukungan Sekretaris Daerah Provinsi

Gambar 6.4 Dukungan Kabag Pembinaan Kabupaten/Kota

Gambar 6.3 Dukungan Kabag Peraturan Perundang2an
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BAB VII
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Pengembangan potensi diri merupakan proses penting dalam meningkatkan kualitas
individu dalam hal ini Project Leader, baik dalam aspek personal maupun profesional. Proses
ini melibatkan beberapa tahap yang terstruktur dan berfokus pada pemetaan, penilaian, serta
pelaksanaan strategi pengembangan. Berikut Tahapan Pengembangan Potensi Diri selama
penyusunan aksi Perubahan.

a. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

Aksi Perubahan yang dilakukan oleh project leader dalam pengembangan E-book
Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan
HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan penting dalam mengembangkan
potensi diri sebagai pemimpin pengawas. Strategi pengembangan potensi diri bertujuan
untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan jejaring kerja. Pada aksi perubahan ini,
penilaian potensi diri dilakukan secara mandiri oleh project leader dan dinilai oleh mentor,

meliputi tiga komponen utama: integritas, kerja sama, dan pengelolaan perubahan.

1. Integritas

Komponen integritas dalam strategi pengembangan potensi diri ini diwujudkan

melalui berbagai aspek penting:

a) Tanggung Jawab: Tanggung jawab terhadap aksi perubahan ini terwujud dalam
pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Setiap tantangan atau potensi kegagalan
yang terjadi dalam pengembangan dan implementasi e-book ini menjadi
pertaruhan nama baik pribadi dan organisasi. Project leader memastikan setiap
tahapan dijalankan dengan dedikasi penuh.

b) Komitmen: Pada tahapan aksi perubahan, dilakukan penjaringan komitmen
kuat dari Kepala Biro Hukum dan HAM, Mentor, maupun Tim Efektif. Semua
pegawai yang terlibat diminta untuk berkontribusi sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing dalam menyukseskan penyusunan dan sosialisasi e-
book.

¢) Kedisiplinan: Kedisiplinan diukur dengan ketepatan waktu dalam

75



d)

€)

menyelesaikan setiap tahapan pengembangan e-book, serta ketaatan terhadap
aturan yang telah ditetapkan. Semua tahapan telah diselesaikan pada waktunya,
meskipun beberapa tahapan mungkin sedikit terlambat karena faktor di luar
kendali project leader. Semua aturan, baik selama on campus di BPSDMD atau
selama masa off campus, telah dipatuhi.

Kejujuran: Kejujuran merupakan prinsip yang harus selalu dipegang teguh
seorang pegawai. Pada pelaksanaan aksi perubahan ini, project leader telah
menerapkan prinsip kejujuran di antara semua stakeholder yang terlibat,
memastikan transparansi dalam setiap laporan dan interaksi.

Konsisten: Seluruh anggota tim efektif menunjukkan konsistensi dengan tugas
dan fungsinya masing-masing. Mereka selalu bersedia untuk membantu
pelaksanaan secara konsisten, mulai dari rapat persiapan untuk menjaring
komitmen hingga tahap akhir dalam menyusun serta melakukan implementasi
dan sosialisasi E-book Panduan Ranpergub, demi meningkatkan kualitas kinerja

organisasi dalam legal drafting.

2. Kerja Sama

Aspek kerja sama merupakan fondasi keberhasilan aksi perubahan ini, meliputi:

a)

b)

c)

Kerja Sama Internal: Aksi perubahan pengembangan e-book ini tidak akan
bisa diselesaikan tanpa adanya kerja sama yang baik dari internal Subbagian
Penyusunan Peraturan Gubernur dan Biro Hukum dan HAM secara keseluruhan.
Project leader berfokus pada pemberian arahan yang jelas untuk dikerjakan
secara kolaboratif oleh tim.

Kerja Sama Eksternal: Pengembangan E-book Panduan Ranpergub
melibatkan banyak stakeholder eksternal seperti perangkat daerah pemrakarsa
(Dinas, Badan, dst.). Kerja sama dengan mereka berjalan baik, memastikan
relevansi dan kelengkapan konten e-book.

Fleksibilitas: Project leader menunjukkan fleksibilitas terhadap cara
pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan oleh tim efektif. Pendekatan
pelaksanaan tidak mutlak dari ide project leader sendiri, tetapi seringkali
merupakan hasil ide dan masukan konstruktif dari tim efektif, mendorong

inovasi bersama.
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d)

Komitmen dalam Tim: Sampali batas akhir pelaksanaan aksi perubahan, semua
anggota tim efektif tetap berkomitmen penuh untuk penyelesaian pekerjaan
pengembangan e-book. Project leader sangat menghargai komitmen anggota
tim untuk tetap membantu walaupun tidak selalu tersedia honor atau insentif

khusus bagi semua anggota tim, menunjukkan dedikasi yang tinggi.

3. Pengelolaan Perubahan

Kemampuan mengelola perubahan menjadi krusial dalam inovasi ini:

a)

b)

d)

Pelayanan Publik/Orientasi Pelayanan: Salah satu tujuan utama inovasi E-
book Panduan Ranpergub adalah mendekatkan dan memudahkan akses
terhadap panduan penyusunan peraturan bagi perangkat daerah
pemrakarsa, yang sebelumnya harus mencari referensi secara manual. Dengan
e-book ini, panduan kini cukup diakses dari perangkat digital, selain lebih mudah
juga dapat mengefisiensikan waktu dan biaya bagi para penyusun Ranpergub.
Adaptabilitas: Selama proses pelaksanaan aksi perubahan, banyak pengetahuan
baru yang menuntut project leader untuk bisa cepat memahami, terutama terkait
penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan e-book, manajemen konten
digital, dan penggunaan QR Code untuk aksesibilitas. Hal ini membuat project
leader harus banyak membaca, bertanya kepada anggota tim efektif, serta
stakeholder terkait. Penyesuaian diri terhadap kondisi-kondisi baru yang tidak
diduga perlu dilakukan agar aksi perubahan dapat berjalan dengan baik sesuai
rencana.

Pengembangan Diri dan Orang Lain: Kemampuan teknis (legal drafting dan
IT), manajerial (koordinasi tim), dan sosial kultural (komunikasi stakeholder)
dikembangkan melalui aksi perubahan ini, baik pada project leader maupun
seluruh tim efektif. Bermacam diskusi, rapat, dan sosialisasi terkait E-book
Panduan Ranpergub meningkatkan kompetensi semua pegawai yang terlibat.
Proses monitoring dari atasan yang lebih berpengalaman semakin mengasah
kemampuan manajerial project leader.

Orientasi pada Hasil: Aksi perubahan ini pada akhirnya ditujukan pada
peningkatan kualitas Ranpergub yang dihasilkan oleh perangkat daerah
pemrakarsa dan Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan

HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan. Hasilnya diharapkan adalah produk
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hukum daerah yang lebih berkualitas, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Sumatera Selatan.

e) Inisiatif: Sebagai pemimpin aksi perubahan, project leader telah banyak
mengambil inisiatif yang diikuti oleh semua tim efektif, mulai dari tahap
persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Inisiatif dari project leader ini
ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses penyusunan Ranpergub melalui
pengembangan panduan digital. Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan
dilakukan secara mandiri oleh project leader sebagai bentuk refleksi dan

evaluasi diri.

b. Proses dan Progres
Hasil pemetaan Pengembangan Potensi Diri yang telah disepakati bersama mentor
menunjukkan bahwa terdapat tiga sub-komponen utama yang perlu dikembangkan secara
lebih mendalam oleh project leader dalam konteks aksi perubahan pengembangan E-book
Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub):
1. Kerja Sama Eksternal
Dalam konteks aksi perubahan ini, kerja sama eksternal sangat krusial. Project
leader melakukan koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa
melalui rapat-rapat untuk memastikan e-book panduan yang disusun dapat
disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan regulasi yang berlaku. Ini melibatkan
kemampuan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna mengenai
efektivitas panduan tersebut dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
Kemampuan ini memastikan e-book tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga
relevan dan bermanfaat bagi stakeholder utamanya
2. Pengembangan Orang Lain
Aspek pengembangan orang lain dalam aksi perubahan ini berarti project leader
memberikan arahan dan bimbingan agar tim efektif, dan bahkan perangkat daerah
pemrakarsa, memiliki kemampuan untuk memberikan layanan yang berkualitas
secara konsisten sebagai bagian dari proses bisnis organisasi. Ini berfokus pada
memberdayakan mereka untuk memanfaatkan e-book panduan Ranpergub
secara optimal, serta memberikan nilai lebih dari layanan hukum yang diberikan,

dalam rangka membangun citra dan kredibilitas Biro Hukum dan HAM. Ini
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mencakup peningkatan kompetensi tim dalam penggunaan alat digital dan

pemahaman substansi hukum melalui e-book.

. Adaptabilitas

Adaptabilitas dalam aksi perubahan ini menekankan pentingnya melakukan
evaluasi berkelanjutan untuk mendapatkan umpan balik terkait penggunaan e-
book. Tujuannya adalah agar perangkat daerah pemrakarsa dapat merespons
perubahan dengan cepat serta beradaptasi dalam penggunaan e-book panduan
penyusunan Ranpergub. Ini akan mempermudah penyusunan Ranpergub
sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, meskipun terjadi perubahan regulasi atau
kebutuhan. Project leader perlu cepat memahami perubahan dan memandu tim
serta pengguna untuk beradaptasi dengan solusi digital ini.

Berdasarkan ~ hasil pemetaan potensi diri  di atas, capaian

dari strategi pengembangan potensi diri sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Strategis Pengembangan Potensi Diri

KEGIATAN KEGIATAN
KOMPONEN  PENGEMBANGAN | / TAHAPAN PEVIY:IL(;—:NA
NO /SUB POTENSI DIRI UNTUK AKSI AN HASIL
KOMPON MENDUKUNG PERUBAH
EN PELAKSANAAN AN Rencana | Realisa
AKSI PERUBAHAN o
1. | Kerjasam Koordinasi dengan Minggu 14 Terwujudnya
a/ Perangkat Daerah Rapat ke-11l Mei koordinasi
Eksternal Pemrakarsa melalui rapat bula_n 202 dengan
untuk memastikan e- Mei 5 Perangkat
book panduan yang 2025 Daerah
disusun dapat Pemrakarsa
disesuaikan dengan melalui rapat
kebutuhan pemrakarsa
dan regulasi yang ada
Melakukan evaluasi untuk Evaluasi Minggu | 4 Juli
mendapatkan umpan balik  |menggunakan|ke-1 bulan| 2025
dari pengguna mengenai Kuesioner | Juli 2025
efektivitas panduan atau google
tersebut dan lakukan form
perbaikan jika diperlukan.
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Mengelola Melakukan  evaluasi Tersampaik
Perubahan/ | untuk mendapatkan umpan a nnya
balik informasi
1.Pengem menggunakan e-book dan g
bangan panduan penyusunan pembelajar
Orang Ranpergub agar perangkat an kepada
Lain daerah pemrakarsa dapat ) perangkat
meres Minggu daerah
pons perubahan etV |26 Juni aera
dengan cepat serta Sosialisasi & ) un! pemrakarsa
. bulanJuni| 2024
beradaptasi dalam 2004 dalam
2. penggunaan e-book dalam mengakses
Adaptabilitas | rangka mempermudah dan
penyusunan ranpergub agar menggunak
ranpergub yang disusun an e-book
sesuai dengan ketentuan panduan
peraturan perundang- penyusunan
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Setelah implementasi aksi perubahan Penggunaan E-book Panduan Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur, terjadi peningkatan signifikan pada potensi diri project
leader, khususnya dalam tiga sub-komponen utama yang telah diidentifikasi untuk
pengembangan. Yang semula merasa ragu dalam menghadapi situasi baru, Kini project
leader menunjukkan peningkatan kapabilitas yang nyata.

Berikut adalah hasil evaluasi dari mentor terkait peningkatan tiga komponen tersebut:

1. Kerja Sama Eksternal Sebelumnya, project leader mungkin memiliki keterbatasan
dalam menjalin koordinasi yang efektif dengan pihak luar. Namun, dengan
penerapan setiap tahapan aksi perubahan, kemampuan project leader dalam
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa melalui rapat dan forum
diskusi meningkat pesat. Project leader kini lebih proaktif dalam menjaring
kebutuhan dan umpan balik dari pengguna eksternal mengenai e-book panduan. Hal
ini tidak hanya memperkuat jejaring kerja, tetapi juga memastikan e-book yang
dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat, yang terbukti dari respons positif dan
partisipasi aktif perangkat daerah dalam sesi sosialisasi dan umpan balik.

2. Pengembangan Orang Lain Melalui aksi perubahan ini, project leader tidak hanya
mengembangkan diri sendiri tetapi juga berhasil memberdayakan anggota tim

efektif dan perangkat daerah pemrakarsa untuk memanfaatkan e-book panduan
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Ranpergub secara optimal. Project leader mampu memberikan arahan yang jelas dan
memotivasi tim untuk menguasai konten e-book serta alat digital pendukungnya.
Peningkatan kompetensi ini terlihat dari kemampuan tim dalam mengelola dan
memperbarui e-book, serta peningkatan kualitas draf Ranpergub yang diajukan oleh
perangkat daerah setelah menggunakan panduan. Project leader berhasil
membangun kapasitas kolektif dalam proses legal drafting berbasis digital.

3. Adaptabilitas Awalnya, project leader mungkin menghadapi tantangan dalam
menyesuaikan diri dengan perubahan atau teknologi baru. Namun, melalui proses
evaluasi berkelanjutan dan upaya mendapatkan umpan balik terkait penggunaan e-
book, project leader menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Project
leader Kini lebih cepat dalam memahami dan merespons perubahan regulasi atau
kebutuhan pengguna e-book. Ini terlihat dari kesigapan dalam melakukan perbaikan
atau penyesuaian pada e-book berdasarkan masukan, memastikan panduan tetap
relevan dan membantu perangkat daerah pemrakarsa beradaptasi dengan perubahan
ketentuan perundang-undangan serta mempermudah penyusunan Ranpergub.

Secara keseluruhan, pelaksanaan aksi perubahan ini telah secara signifikan
meningkatkan kemampuan project leader dalam mengelola kompleksitas proyek,
berinteraksi dengan berbagai pihak, dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan kerja,

menjadikannya pemimpin pengawas yang lebih kompeten dan efektif.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Aksi perubahan ini telah sukses merevolusi proses penelitian dan pengkajian
Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumatera Selatan. Sebelumnya, tim dihadapkan pada pedoman yang tidak terpusat,
kompetensi SDM yang bervariasi, dan akses informasi yang terbatas. Implementasi E-book
Panduan Ranpergub melalui akses digital, termasuk QR Code, secara efektif mengatasi
hambatan tersebut.

E-book ini menyediakan panduan baku yang mudah diakses, meningkatkan kualitas
draf awal dari perangkat daerah pemrakarsa dan mengurangi beban kerja Biro Hukum.
Proses penyusunan menjadi lebih cepat dan efisien, seiring dengan peningkatan kapasitas
dan adaptabilitas para ASN dalam memanfaatkan teknologi. Dukungan kuat dari Kepala
Biro Hukum dan HAM dan strategi komunikasi yang partisipatif dengan stakeholder
eksternal juga krusial dalam keberhasilan adopsi inovasi ini.

Secara keseluruhan, aksi perubahan ini tidak hanya mewujudkan efisiensi kerja, tetapi
juga berkontribusi pada penguatan kolaborasi dan akuntabilitas dalam penyusunan produk
hukum daerah. Ini adalah langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern,
transparan, dan responsif, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan visi pembangunan

digital di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rekomendasi

Untuk memastikan E-book Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini
terus memberikan manfaat maksimal, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama,
pembaruan dan pengembangan berkelanjutan pada e-book sangat krusial; pastikan
isinya selalu sesuai dengan peraturan terbaru dan pertimbangkan penambahan fitur interaktif
seperti hyperlink ke dasar hukum atau contoh kasus. Kedua, peningkatan kapasitas dan
sosialisasi ekstensif harus terus dilakukan, misalnya dengan menjadikan e-book ini materi
wajib dalam pelatihan ASN dan menggelar lokakarya rutin untuk membahas

penggunaannya. Ketiga, penguatan kolaborasi dan adopsi perlu didorong agar seluruh
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perangkat daerah pemrakarsa menjadikan e-book sebagai referensi utama, bahkan bisa
dengan memberikan apresiasi bagi mereka yang menunjukkan peningkatan kualitas draf
berkat e-book ini. Terakhir, lakukan evaluasi dampak dan jajaki inovasi lanjutan secara
berkala untuk mengukur efektivitas e-book dan mempertimbangkan integrasinya dengan
sistem informasi legislasi yang lebih luas. Dengan demikian, e-book ini tidak hanya menjadi
alat bantu sementara, melainkan fondasi kokoh untuk tata kelola hukum daerah yang modern

dan akuntabel di Provinsi Sumatera Selatan.
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